BAB  I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana  Kerja  (Renja)  yang  mengacu  pada  Rencana  Kerja  Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.
Berdasarkan kerangka umum perencanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.  Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.  
Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :
1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan   Renja   Perangkat Daerah   bukan   kegiatan   yang   berdiri   sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan Wajib / Pilihan urusaan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah.
4. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
5. Program  dan kegiatan yang direncanakan  memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana yang menunjukkan prakiraan maju tahun n dan n+1.
Keterkaitan Renja Perangkat dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen  daerah  yang  ada  di  atasnya  seperti  RPJMD,  Renstra  Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, RKA- SKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD
Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Dinas  Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  Kota Singkawang mempunyai arti yang strategis dalam dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Kota Singkawang.
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan kota Singkawang baru tebentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor  3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA). Dalam mengevaluasi capaian target dan mengukur pencapaian kinerja dengan merujuk pada perolehan data SKPD sebelumnya mengingat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan Merger (gabungan) dari 2 SKPD sebelumnya yaitu Dinas Kebersihan dan Perumahan kota singkawang serta Dinas Tata kota, Pertanahan dan Cipta Karya Kota Singkawang.
Dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018 Dinas Perumahan,  Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Tahun 2018-2022 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang. Disamping itu, Rencana Kerja DISPERKIMTA harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2018, terjalin keselarasan dengan dokumen  daerah  yang  ada  di  atasnya  seperti  RPJMD dan sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun anggaran 2018, serta bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Kalimantan Barat, sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 dimana renja DISPERKIMTA tahun 2018 belum memiliki acuan Renstra terbaru untuk periode (Tahun 2018-2022)  mengingat Tahun 2017 merupakan  tahun berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota periode tahun 2013-2017.
Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2018 juga mengacu pada Renstra dan Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018, Kementerian Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi 
1.1. Landasan Hukum
Adapun landasan hukum dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang  adalah :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang di Propinsi Kalimantan Barat.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No`mor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2008  Nomor  21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dii Bidang Pertanahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi  Kalimantan Barat Tahun 2008-2013;
17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW) Kota Singkawang Tahun 2003-2013;
18. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang, (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
22. Rencana Strategis Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya Kota Singkawang Tahun 2013 - 2017;
23. Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Perumahan Kota Singkawang Tahun 2013 - 2017;

1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah ;
1. Menjabarkan Arah Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang untuk periode 1 tahun yaitu Tahun 2018, yang merupakan landasan dan sekaligus tolak ukur kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam arti menggambarkan capaian kinerja yang disusun mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
2. Mengukur dan merumuskan Kebutuhan anggaran/dana untuk memenuhi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang selama satu tahun berjalan Tahun 2018
3. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Perangkat daerah sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah :
1. Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018 Sebagai Dokumen Perencanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Singkawang
2. Mendeskripsikan tentang program  kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh  Dinas Perumahan,  Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dalam menciptakan kepastian dan perencanaan program kegiatan kerja Dinas dalam periode 1 tahun (tahun 2018)  sehingga terwujudnya efesiensi dan efektifitas dalam Perencanaan alokasi sumber daya dan sumber dana.
3. Merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2018 dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)
.
1.2. Sistematika Renja
Renja Tahun 2018 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang  dibagi menjadi 4 (Empat) bab dengan penyajian sebagai berikut :
BAB I	:	PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja
1.4. Sistematika Renja
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 
2. 
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu 
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3. 
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD 
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	:	PENUTUP
	LAMPIRAN – LAMPIRAN


BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RECANA KERJA 
SKPD TAHUN LALU

2. 
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu 
Pada tahun 2016 Bidang Perumahan merupakan salah satu Bidang  pada SKPD Dinas Kebersihan dan Perumahan Kota Singkawang, dan  untuk membiayai keseluruhan program dan kegiatan Dinas Kebersihan dan Perumahan Kota Singkawang berdasarkan APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 46.458.304.513 yang terdiri dari Sumber Dana DAU Adapun Realisasi Anggaran Rp. 40.354.783.897 atau 88,86% seperti  pada (Tabel 2.1)  dengan  rincian yaitu  :
a. Belanja Tidak Langsung alokasi sebesar Rp. 5.937.479.513,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 5.608.599.654   atau  94,46 %
b. Belanja Langsung sebesar Rp. 40.520.825.000 dengan Realisasi Anggaran                 Rp. 34.746.184.243  atau  85.75 %.

Pada Tahun 2017 untuk membiayai keseluruhan program dan kegiatan berdasarkan APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 42.704.954.569 yang terdiri dari; Sumber Dana DAU sebesar Rp. 34.634.954.569 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sebesar                   Rp. 8.070.000.000. Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2017 Triwulan II Rp. 1.828.954.553 atau 4,28%  seperti  pada (Tabel 2.2)  dengan rincian yaitu  :
a. Belanja Tidak Langsung alokasi sebesar Rp. 6.666.554.219 dengan Realisasi Anggaran Rp. 1.087.014.034   atau  16,31 % Pada  Tahun 2017 Triwulan II.
b. Belanja Langsung sebesar Rp. 36.038.400.350 dengan Realisasi Anggaran                 Rp. 741.940.519  atau  2.06 %  Pada  Tahun 2017 Triwulan II.
c. Yang bersumber dana DAK yang awalnya  dianggarkan pada belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dirubah dan dipindahkan menjadi Bantuan Sosial dalam bentuk uang direkening Belanja Tidak Langsung PPKD (Badan Keuangan Daerah)  sebesar Rp.8.070.000.000.
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Tabel 2.1
TARGET DAN REALISASI 
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016
DINAS KEBERSIHAN DAN PERUMAHAN KOTA SINGKAWANG
	N0
	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN
	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN
	REALISASI KEUANGAN (Rp)
	
	INDIKATOR KINERJA
	REALISASI  FISIK     (%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	S/D  BULAN  LALU
	BULAN  INI
	S/D SEKARANG
	
	KELUARAN
	TARGET
	S/D BULAN LALU
	BULAN  INI
	S/D SEKARANG

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.08.04
	DINAS KEBERSIHAN DAN PERUMAHAN 
	40.520.825.000
	9.550.611.032
	22.895.503.211
	34.746.184.243
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	A.
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	5.054.370.170
	3.775.568.532
	935.220.461
	4.710.788.993
	Persentase Penyelesaian Administrasi dan Operasional Perkantoran
	100%
	85,68
	11,50
	97,18

	 
	 
	1.
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	4.845.000
	4.071.000
	672.000
	4.743.000
	Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Selama 1 Tahun
	100%
	91,67
	             8,33 
	100,00

	 
	 
	2.
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	166.800.000
	128.220.963
	20.616.111
	148.837.074
	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Selama 1 Tahun
	100%
	91,67
	             8,33 
	100,00

	 
	 
	3.
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan  Kendaraan Dinas/ Operasional
	30.280.000
	16.776.000
	0
	16.776.000
	Cakupan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional Selama 1 Tahun
	100%
	86,28
	                  - 
	86,28

	 
	 
	4.
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	5.927.500
	4.298.600
	1.536.400
	5.835.000
	Cakupan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Selama 1 Tahun
	100%
	91,67
	             8,33 
	100,00

	 
	 
	5.
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	63.631.150
	47.219.400
	14.159.750
	61.379.150
	Cakupan Penyediaan Alat Tulis Kantor  Selama  1 Tahun
	100%
	91,67
	             8,33 
	100,00

	 
	 
	6.
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	97.386.000
	37.514.000
	18.849.500
	56.363.500
	Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Selama 1 Tahun
	100%
	75,00
	             8,33 
	83,33

	 
	 
	7.
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	184.057.000
	169.370.000
	3.193.000
	172.563.000
	Cakupan Penyediaan  Komponen  Listrik  Instalasi /   Penerangan Bangunan Kantor 
	100%
	91,67
	8,33
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar, battery kering )
	19.057.000
	                  5.280.000 
	                  3.193.000 
	                  8.473.000 
	 
	 
	12 Bulan
	75,00
	            25,00 
	          100,00 

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Distribusi
	120.000.000
	              119.300.000 
	                               - 
	              119.300.000 
	 
	 
	1 Paket
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan dan Pergeseran Jaringan Listrik 
	45.000.000
	                44.790.000 
	                               - 
	                44.790.000 
	 
	 
	1 Paket
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	8.
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	631.600.000
	170.865.000
	434.540.500
	            605.405.500 
	Cakupan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	100%
	35,94
	57,81
	93,75

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan Mesin Pompa Pencuci Mobil dan Kelengkapannya
	10.000.000
	                10.000.000 
	                               - 
	                10.000.000 
	 
	 
	1 Paket
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin/Perkakas standar Tool
	10.000.000
	                10.000.000 
	                               - 
	                10.000.000 
	 
	 
	1 Paket
	0,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan Alat Ukur Universal
	18.000.000
	                               - 
	                18.000.000 
	                18.000.000 
	 
	 
	1 Paket
	0,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan Alat Kantor Lainnya
	24.600.000
	                               - 
	                19.790.000 
	                19.790.000 
	 
	 
	1 Paket
	0,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan Alat Pendingin ( Pengadaan AC dan Dispenser ) 
	76.000.000
	                75.750.000 
	                               - 
	                75.750.000 
	 
	                  
	1 Paket
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
 
	50.000.000
	                               - 
	                49.884.000 
	                49.884.000 
	 
	 
	1 Paket
	0,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan Komputer Unit/ jaringan
 
	110.000.000
	                               - 
	              108.200.000 
	              108.200.000 
	 
	 
	1 Paket
	0,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	Pengadaan Peralatan Mini Komputer
 
	110.000.000
	                               - 
	              108.818.000 
	              108.818.000 
	 
	 
	1 Paket
	0,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan Peralatan Personal Komputer ( Printer Tinta, Printer A3, Peralatan Komputer
	35.000.000
	                14.965.000 
	                20.000.000 
	                34.965.000 
	 
	 
	1 Paket
	100,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan UPS/ Stabilizer
	10.000.000
	                               - 
	                  9.400.000 
	                  9.400.000 
	 
	 
	1 Paket
	0,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
	35.000.000
	                               - 
	                34.850.000 
	                34.850.000 
	 
	 
	1 Paket
	0,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan Sound System
	40.000.000
	                               - 
	                39.000.000 
	                39.000.000 
	 
	 
	1 Paket
	0,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan Televisi
	30.000.000
	                30.000.000 
	                               - 
	                30.000.000 
	 
	 
	1 Paket
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan Alat Telekomunikasi Telephone /Faximili
	5.000.000
	                               - 
	                               - 
	                               - 
	 
	 
	1 Paket
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan Sumber Mata Air / Water Treatment
	50.000.000
	                40.150.000 
	                               - 
	                40.150.000 
	 
	 
	1 Paket
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	
	
	-
	Pengadaan Jaringan Telepon diatas Tanah
	18.000.000
	                               - 
	                17.698.500 
	                17.698.500 
	 
	 
	1 Paket
	75,00
	25,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	9.
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	2.700.000
	2.095.000
	430.000
	2.525.000
	Cakupan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Selama 1 Tahun
	100%
	91,67
	             8,33 
	100,00

	 
	 
	10.
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	27.950.000
	18.406.000
	6.906.000
	25.312.000
	Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman
	100%
	91,67
	             8,33 
	100,00

	 
	 
	11.
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
	700.000.000
	518.578.550
	174.567.200
	693.145.750
	Cakupan Pelaksanaan Rapat Koordinasi /Konsultasi  Keluar Daerah
	100%
	91,67
	             8,33 
	100,00

	 
	 
	12.
	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Perkantoran
	3.036.193.520
	2.612.654.019
	215.000.000
	2.827.654.019
	Cakupan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
	100%
	91,67
	             8,33 
	100,00

	 
	 
	13.
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Keuangan
	103.000.000
	45.500.000
	44.750.000
	90.250.000
	Cakupan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	100%
	91,67
	             8,33 
	100,00

	 
	B.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	6.490.027.000
	2.097.330.500
	992.458.500
	3.089.789.000
	Persentase Peningkatan Usia Pakai Sarana dan Prasarana Aparatur
	80%
	53,86
	22,03
	75,55

	 
	 
	1.
	Pembangunan Rumah Dinas
	                               - 
	                               - 
	                               - 
	                               - 
	 
	                                             - 
	                  - 
	                  - 
	                  - 

	 
	 
	 
	-
	 Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II / Pembangunan Rumah Dinas Lanjutan  
	                               - 
	                               - 
	                               - 
	                               - 
	 
	 
	                                             - 
	                  - 
	                  - 
	                  - 

	 
	 
	2.
	Pembangunan Gedung Kantor
	300.000.000
	89.784.000
	209.496.000
	299.280.000
	Jumlah  Gedung Arsip / Gudang  dan  Jumlah Gedung Garasi
	80%
	58,25
	41,75
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan Bangunan Gudang ( Gedung  Arsip / gudang )
	200.000.000
	                59.850.000 
	              139.700.000 
	              199.550.000 
	-
	Pembangunan Gedung ( Gudang Arsip )
	 1 Paket  
	65,00
	35,00
	100,00

	 
	
	
	-
	Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool (Garasi Kendaraan)
	100.000.000
	                29.934.000 
	                69.846.000 
	                99.780.000 
	-
	Pembangunan Gedung Garasi Kendaraan
	 1 Paket  
	51,50
	48,50
	100,00

	 
	 
	3.
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
	2.160.000.000
	1.297.050.000
	0
	1.297.050.000
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
	100%
	66,67
	0,00
	66,67

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan)
	860.000.000
	                               - 
	                               - 
	                               - 
	 
	 
	1Paket
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang ( Dump Truck  Angkutan Sampah dan Amrol )
	1.100.000.000
	           1.097.050.000 
	                               - 
	           1.097.050.000 
	 
	Pengadaan Dump Truck Angkutan Sampah dan Amrol
	3 Unit
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan  Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Pengadaan Sepeda Motor Pengangkut Sampah)
	200.000.000
	              200.000.000 
	                               - 
	              200.000.000 
	 
	Pengadaan Sepeda Motor Pengangkut Sampah
	5 Unit
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	4.
	Pengadaan Mebeleur
	130.000.000
	89.950.000
	39.100.000
	129.050.000
	Jumlah Pengadaan Lemari Arsip dan Rah Arsip
	100%
	50,00
	50,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan Lemari Arsip 
	90.000.000
	                89.950.000 
	                               - 
	                89.950.000 
	Pengadaan Lemari Arsip 
	1 Paket
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pengadaan Rak Arsip
	40.000.000
	                               - 
	                39.100.000 
	                39.100.000 
	Pengadaan Rak Arsip
	1 Paket
	0,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	5.
	Pengadaan Tanah 
	2.060.000.000
	0
	0
	0
	Cakupan Pengadaan Tanah di 4 Lokasi  ( Tanah Kosong untuk RTH dan TPA )
	80%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Honorarium  Tim Pelaksana Kegiatan 
	5.000.000
	                               - 
	                               - 
	                               - 
	Honorarium  Tim Pelaksana Kegiatan 
	1 Kegiatan
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Biaya Alat Tulis Kantor
	5.000.000
	                               - 
	                               - 
	                               - 
	Biaya Alat Tulis Kantor
	1 Kegiatan
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Jasa Penilai Tanah 
	150.000.000
	                               - 
	                               - 
	                               - 
	Belanja Jasa Penilai Tanah 
	1 Paket
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Lahan di TPA Wonosari
	1.900.000.000
	                               - 
	                               - 
	                               - 
	Pengadaan Lahan di TPA Wonosari
	1 Paket
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	6.
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
	630.000.000
	0
	607.370.000
	607.370.000
	Cakupan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Selama  1 tahun
	100%
	43,75
	56,25
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Peningkatan Gedung Kantor Dinas 
	180.000.000
	                               - 
	              179.620.000 
	              179.620.000 
	Peningkatan Gedung Kantor Dinas 
	1 Paket
	50,00
	50,00
	100,00

	 
	
	
	-
	Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja ( Dinas )
	200.000.000
	                               - 
	              199.770.000 
	              199.770.000 
	Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja ( Dinas )
	1 Paket
	50,00
	50,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja ( UPT )
	100.000.000
	                               - 
	                99.880.000 
	                99.880.000 
	Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja ( UPT )
	1 Paket
	50,00
	50,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ( Belanja Interior Kantor )
	150.000.000
	                               - 
	              128.100.000 
	              128.100.000 
	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ( Belanja Interior Kantor )
	1 Paket
	25,00
	75,00
	100,00

	 
	 
	7.
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
	1.104.989.500
	598.318.000
	115.172.000
	713.490.000
	Cakupan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Selama 1 Tahun
	100%
	75,00
	6,23
	78,81

	 
	
	
	-
	Belanja Jasa Service
	111.991.000
	                41.028.000 
	                21.488.500 
	                62.516.500 
	Belanja Jasa Service
	29 Unit / 12 Bulan
	83,34
	                  - 
	83,34

	 
	 
	 
	-
	Belanja Jasa Suku Cadang
	115.333.500
	              104.707.000 
	                  8.140.000 
	              112.847.000 
	Belanja Jasa Suku Cadang
	29 Unit / 12 Bulan
	83,34
	            14,51 
	97,84

	 
	 
	 
	-
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
	723.665.000
	              352.664.500 
	                74.083.500 
	              426.748.000 
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
	12 Bulan
	83,34
	             8,33 
	91,67

	 
	 
	 
	-
	Belanja Perbaikan Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Jabatan/Operasioanal ( Rehab Berat Kendaraan Operasional )
	100.000.000
	                99.918.500 
	                               - 
	                99.918.500 
	Belanja Perbaikan Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Jabatan/Operasioanal
	1 Paket
	100,00
	                  - 
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Tidak Bermotor ( Belanja Pemel. Gerobak Sampah & Rehab Sedang / Berat Gerobak Sampah )
	54.000.000
	                               - 
	                11.460.000 
	                11.460.000 
	Pemeliharaan Kendaraan Tidak Bermotor (Belanja Pemel. Gerobak Sampah & Rehab Sedang / Berat Gerobak Sampah)
	60 Unit / 1 Paket
	25,00
	             8,33 
	21,22

	 
	 
	8.
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
	105.037.500
	22.228.500
	21.320.500
	43.549.000
	Cakupan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Tebas/Berkala Peralatan Gedung Kantor Selama 1 Tahun
	100%
	83,33
	0,00
	83,33

	 
	 
	 
	-
	Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor  (Pemeliharaan Alat Pertanian, Mesin Rumput)
	63.737.500
	                  5.703.500 
	                    992.500 
	                  6.696.000 
	Pemeliharaan Alat Pertanian ( Mesin Rumput )
	30 Unit / 12 Bulan
	83,34
	                  - 
	83,34

	 
	 
	 
	-
	Belanja Pemeliharaan Komputer / Laptop
	19.800.000
	                  6.550.000 
	                               - 
	                  6.550.000 
	Pemeliharaan Komputer / Laptop
	25 Unit
	83,33
	                  - 
	83,33

	 
	 
	 
	-
	Belanja Pemeliharaan Printer
	11.000.000
	                  7.575.000 
	                  4.625.000 
	                12.200.000 
	Pemeliharaan Printer
	22 Unit
	83,33
	                  - 
	83,33

	 
	 
	 
	-
	Belanja Pemeliharaan AC Split dan Suku Cadang AC
	10.500.000
	                  2.400.000 
	                  1.150.000 
	                  3.550.000 
	Pemeliharaan AC Split dan Suku Cadang AC
	10 Unit / 12 Bulan
	83,33
	                  - 
	83,33

	 
	C.
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	303.900.000
	31.860.000
	257.565.000
	289.425.000
	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Aparatur
	80%
	50,00
	50,00
	100,00

	 
	 
	1.
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
	228.500.000
	0
	217.815.000
	217.815.000
	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan (236 org / stel)
	100%
	0,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan  & atribut  ( 236 Org/stel)
	228.500.000
	                               - 
	              217.815.000 
	              217.815.000 
	 
	
	1 Paket
	0,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	2.
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu
	75.400.000
	31.860.000
	39.750.000
	71.610.000
	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Petugas Kebersihan (236 org / stel)
	100%
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja  Pakaian Keagamaan / Pakaian  Muslim  & Olah raga  (236 Org/stel)
	75.400.000
	                31.860.000 
	                39.750.000 
	                71.610.000 
	 
	
	1 Paket
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	D.
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	8.000.000
	7.999.050
	0
	7.999.050
	Persentase Penurunan Jumlah TemuanTerhadap Pertanggung jawaban Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
	100%
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	1.
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	4.000.000
	3.999.500
	0
	3.999.500
	Jumlah Dokumen Penyusunan LAKIP, LKPJ, dan LPPD  SKPD
	100%
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	
	-
	Laporan LAKIP, LKPJ  dan  LPPD  SKPD
	4.000.000
	                  3.999.500 
	                               - 
	                  3.999.500 
	-
	Laporan LAKIP, LKPJ  dan  LPPD  SKPD
	3 Dokumen
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	2.
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 
	4.000.000
	3.999.550
	0
	3.999.550
	Jumlah Pelaporan  Keuangan Akhir Tahun  SKPD
	100%
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Laporan Keuangan Akhir Tahun
	4.000.000
	                  3.999.550 
	                               - 
	                  3.999.550 
	-
	Laporan Keuangan Akhir Tahun
	1 Dokumen
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	E.
	Program Penguatan Transparansi Publik
	7.000.000
	0
	7.000.000
	7.000.000
	Persentase  Peningkatan Transparansi Informasi Kinerja SKPD
	100%
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	1.
	Expo Kinerja SKPD ( Belanja Dekorasi Stand dan Uang Transport Penjaga Stand )
	7.000.000
	                               - 
	                7.000.000 
	                7.000.000 
	Jumlah  Masyarakat yang Mengunjungi Stand  SKPD
	200 Orang
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	F.
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	4.374.676.000
	2.199.654.500
	1.319.962.700
	3.519.617.200
	Tingkat Kebersihan di Lingkungan Kota Singkawang dan TPA Meningkat
	40%
	62,90
	22,57
	79,95

	 
	 
	1.
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
	297.000.000
	58.500.000
	153.750.000
	212.250.000
	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan / Persampahan
	90%
	25,00
	41,67
	71,46

	 
	 
	 
	-
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Belanja Barang Tong Sampah Fiberglass)
	37.000.000
	                               - 
	                               - 
	                               - 
	-
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat  ( Belanja Barang Tong Sampah Fiberglass )
	1 Paket
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang  (Pengadaan Gerobak Sampah Roda 2)
	110.000.000
	                58.500.000 
	                49.500.000 
	              108.000.000 
	-
	Pengadaan Gerobak Sampah Roda 2
	1 Paket
	75,00
	25,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan (Pengadaan Countainer Sampah)
	150.000.000
	                               - 
	              104.250.000 
	              104.250.000 
	-
	Pengadaan Countainer Sampah
	2 Unit
	0,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	2.
	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan
	2.116.520.000
	1.591.294.000
	193.455.000
	1.784.749.000
	Jumlah  Petugas Kebersihan yang di berikan insentif dan lembur
	90%
	89,00
	8,33
	97,33

	 
	 
	 
	-
	Honorarium Petugas Kebersihan ( Suplemen/Ekstrapuding untuk Petugas Kebersihan yg PNS ) 12 Bln x 60 org
	61.200.000
	                44.540.000 
	                  3.825.000 
	                48.365.000 
	 
	 
	12 Bulan 
	91,66
	             8,34 
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Suplemen/Ekstrapuding untuk Petugas Kebersihan yg Non PNS ) 12 Bln x 177 Org 
	318.600.000
	              255.000.000 
	                26.250.000 
	              281.250.000 
	 
	 
	12 Bulan 
	88,33
	             8,33 
	96,67

	 
	 
	 
	-
	Uang Lembur PNS
	365.300.000
	              224.235.000 
	                15.345.000 
	              239.580.000 
	 
	 
	12 Bulan 
	88,33
	             8,33 
	96,67

	 
	 
	 
	-
	Uang Lembur Non PNS
	1.112.400.000
	              869.164.000 
	                61.334.000 
	              930.498.000 
	 
	 
	12 Bulan 
	88,33
	             8,33 
	96,67

	 
	 
	 
	-
	Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
	259.020.000
	              198.355.000 
	                19.330.000 
	              217.685.000 
	 
	 
	1 Paket (5.952 bh)
	88,33
	             8,33 
	96,67

	 
	 
	3.
	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
	21.000.000
	0
	20.855.000
	20.855.000
	Jumlah Peserta yang memahami sosialisasi Pengelolaan Persampahan ( 100 org / 5 Kecamatan )
	80%
	75,00
	25,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Alat Tulis Kantor
	700.000
	                               - 
	                    700.000 
	                    700.000 
	 
	 
	1 Paket
	75,00
	25,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pembuatan Spanduk / Baliho / Banner ( Pamflet )
	11.800.000
	                               - 
	                11.655.000 
	                11.655.000 
	 
	 
	1 Paket
	75,00
	25,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan ( Makan dan Snack )
	3.500.000
	                               - 
	                  3.500.000 
	                  3.500.000 
	 
	 
	100 Org/1 Kegiatan
	75,00
	25,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Uang Yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Uang Transportasi Peserta = 100 Org)
	5.000.000
	                               - 
	                  5.000.000 
	                  5.000.000 
	 
	 
	100 Orang/1 Kegiatan
	75,00
	25,00
	100,00

	 
	 
	4.
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	89.030.000
	26.550.000
	7.350.000
	33.900.000
	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang di bina dan aktif dalam Pengelolaan Persampahan dengan Sistem 3R
	80%
	37,50
	0,00
	37,50

	 
	 
	 
	-
	Uang Transportasi/uang saku untuk Study Pembelajaran KSM
	35.000.000
	                               - 
	                               - 
	                               - 
	 
	 
	12 Bulan
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja  Makanan dan Minuman Rapat ( Makan dan Snack )
 
	1.050.000
	                               - 
	                               - 
	                               - 
	 
	 
	1 Paket/30 Orang
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (BBM, Bahan kimia Kompos, Olie Alat Komposter)
	40.380.000
	                20.250.000 
	                               - 
	                20.250.000 
	 
	 
	12 Bulan
	75,00
	 
	75,00

	 
	 
	
	-
	Uang Yang  Akan diserahkan Kepada Masyarakat (Uang Pembinaan KSM Pengelola Sampah 3 R)
	12.600.000
	                  6.300.000 
	                               - 
	                  6.300.000 
	 
	 
	3 Orang/12 Bulan
	75,00
	 
	75,00

	 
	 
	5.
	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan di TPS - TPA
	1.851.126.000
	523.310.500
	944.552.700
	1.467.863.200
	Cakupan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPS - TPA
	80%
	55,59
	37,86
	93,45

	 
	
	 
	-
	Belanja Bahan Baku Bangunan ( Belanja Penimbunan / Tanah Urug )
	240.000.000
	                79.919.000 
	                30.504.000 
	              110.423.000 
	 
	 
	12 Bulan
	33,30
	0,00
	33,30

	 
	 
	 
	-
	Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor
	18.306.000
	                10.420.500 
	                  2.252.700 
	                12.673.200 
	 
	 
	1 Paket
	66,67
	8,33
	75,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Pemeliharaan Alat - Alat Berat
	860.780.000
	              407.698.500 
	              246.161.000 
	              653.859.500 
	 
	 
	8 Unit / 12 Bulan
	91,67
	8,33
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Pemeliharaan Generator ( BBM Mesin Genset )
	2.040.000
	                    322.500 
	                    129.000 
	                    451.500 
	 
	 
	1 Unit
	66,67
	33,33
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Bangunan Gedung Pencacah Plastik/Lanjutan)
	70.000.000
	 
	                69.640.000 
	                69.640.000 
	 
	 
	1 Paket
	85,00
	15,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengolahan Persampahan/Peningkatan Tempat Pembuangan Sampah
	180.000.000
	 
	              175.630.000 
	              175.630.000 
	 
	 
	1 Paket
	55,00
	45,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Landasan Countainer
	80.000.000
	                               - 
	                79.320.000 
	                79.320.000 
	 
	 
	1 Paket
	30,00
	70,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Tebing Zona Sampah
	200.000.000
	 
	              198.910.000 
	              198.910.000 
	 
	 
	1 Paket
	35,00
	65,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan TPS Gg.Setuju RT 22  Kec. Singkawang Barat
	25.000.000
	 
	                24.170.000 
	                24.170.000 
	 
	 
	1 Paket
	25,00
	75,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan TPS Kec. Singkawang Barat
	25.000.000
	 
	                24.780.000 
	                24.780.000 
	 
	 
	1 Paket
	0,00
	100,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
	25.000.000
	                24.950.000 
	                               - 
	                24.950.000 
	 
	 
	1 Paket
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	
	-
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
	15.000.000
	                               - 
	                14.960.000 
	                14.960.000 
	 
	 
	1 Paket
	40,00
	60,00
	100,00

	 
	 
	
	-
	Belanja Pemeliharaan TPA
	70.000.000
	                               - 
	                69.000.000 
	                69.000.000 
	 
	 
	1 Paket
	50,00
	50,00
	100,00

	 
	 
	
	-
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Hanggar Workshop
	40.000.000
	                               - 
	                39.600.000 
	                39.600.000 
	 
	 
	1 Paket
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	G.
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	3.005.000.000
	294.575.400
	2.056.581.400
	2.351.156.800
	Kota Indah dan Asri
	80%
	55,64
	33,51
	89,15

	 
	 
	1.
	Penataan RTH
	2.835.000.000
	248.205.650
	1.960.448.900
	2.208.654.550
	Jumlah Taman Kota, Jumlah Bibit Pohon Pelindung /RTH yang di kelola dan ditata, serta pembangunan Tugu yang di Renovasi / di tingkatkan Pembangunannya 12 Paket 
	100%
	47,50
	47,09
	94,59

	 
	 
	 
	-
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan ( Jasa Konsultansi  Penyusunan Detail Enginering Design/DED Penataan Kawasan Tower PDAM)
	100.000.000
	                95.330.000 
	                               - 
	                95.330.000 
	 
	 
	1 Paket 
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
	50.000.000
	                               - 
	                46.385.000 
	                46.385.000 
	 
	 
	1 Paket 
	40,00
	100,00
	140,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Tugu Pembangunan Tugu Payung Melayu
	200.000.000
	                               - 
	              175.100.000 
	              175.100.000 
	 
	 
	1 Paket 
	60,00
	40,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Peningkatan  Tugu Tudung Saji
	450.000.000
	                98.036.100 
	              228.750.900 
	              326.787.000 
	 
	 
	1 Paket 
	65,00
	35,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pembangunan Pintu Gerbang 5 Buah untuk 5 Desa: Sepangkai, Gambir, Parentok, Senggang, Seluang
	75.000.000
	                               - 
	                74.693.000 
	                74.693.000 
	 
	 
	1 Paket 
	40,00
	60,00
	100,00

	 
	 
	
	-
	Biaya Konsultansi Pengawasan 
	15.000.000
	                               - 
	                14.900.000 
	                14.900.000 
	 
	 
	1 Paket 
	55,00
	45,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Taman / Peningkatan Taman Kota Singkawang
	1.000.000.000
	                               - 
	              718.751.000 
	              718.751.000 
	 
	 
	12 Paket
	25,00
	46,88
	71,88

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Box Median  Jalan Pasir Panjang 
	50.000.000
	                               - 
	                43.301.000 
	                43.301.000 
	 
	 
	1 Paket 
	25,00
	75,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Dekorasi Lampu Hias Taman
	200.000.000
	                               - 
	              190.680.000 
	              190.680.000 
	 
	 
	1 Paket
	50,00
	50,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pembangunan Tempat Nurseri
	90.000.000
	                               - 
	                89.800.000 
	                89.800.000 
	 
	 
	1 Paket 
	50,00
	50,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Peningkatan Taman Kantor Dinas
	100.000.000
	                               - 
	                93.000.000 
	                93.000.000 
	 
	 
	1 Paket 
	50,00
	50,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengecatan Taman-taman Kota
	100.000.000
	                               - 
	                82.024.000 
	                82.024.000 
	 
	 
	1 Paket 
	45,00
	55,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pembangunan  Gazebo Pasir Panjang
	100.000.000
	                               - 
	                99.817.000 
	                99.817.000 
	 
	 
	1 Paket 
	15,00
	85,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis
	75.000.000
	                49.600.000 
	                               - 
	                49.600.000 
	 
	 
	1 Paket
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis
	45.000.000
	                               - 
	                               - 
	                               - 
	 
	 
	1 Paket
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Biaya jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Perubahan
	10.000.000
	                               - 
	                  9.950.000 
	                  9.950.000 
	 
	 
	1 Paket
	30,00
	70,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Penyusunan DED Taman Bermain anak di taman gayung bersambut
	50.000.000
	                               - 
	                49.660.000 
	                49.660.000 
	 
	 
	1 Paket
	50,00
	50,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Perencanaan Penataan Taman Makam Pahlawan
	40.000.000
	                               - 
	                39.600.000 
	                39.600.000 
	 
	 
	1 Paket
	50,00
	50,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Biaya Jasa Administrasi ( Biaya Barang Dan Jasa )
	10.000.000
	                               - 
	                  5.239.550 
	                  5.239.550 
	 
	 
	3 Paket
	40,00
	40,00
	80,00

	 
	  
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hias (Pengadaan Penanaman dan Perawatan Tanaman/Pohon Hias)
	75.000.000
	                               - 
	                72.800.000 
	                72.800.000 
	 
	 
	1 Paket 
	60,00
	40,00
	100,00

	 
	 
	2.
	Pemeliharaan RTH
	120.000.000
	0
	96.132.500
	96.132.500
	Jumlah Taman Kota yang Terpelihara  di 5 Kecamatan
	80%
	26,67
	53,44
	80,11

	 
	 
	 
	-
	Belanja Bahan Kimia ( Obat Pembasmi Hama Tanaman )
	5.000.000
	                               - 
	                               - 
	                               - 
	 
	 
	12 Bulan
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Pupuk ( Belanja Pemupukan Taman )
	10.000.000
	                               - 
	                               - 
	                               - 
	 
	 
	12 Bulan
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Taman (Penyulaman, Penanaman Pohon Pelindung dan Tanaman Hias)
	105.000.000
	                               - 
	                72.800.000 
	                72.800.000 
	 
	 
	1 Paket
	80,00
	20,00
	100,00

	 
	 
	3.
	Peningkatan Peran Serta  Masyarakat dalam Pengelolaan RTH
	50.000.000
	46.369.750
	0
	46.369.750
	Terlaksananya Lomba Penghijauan
	100%
	92,74
	0,00
	92,74

	 
	 
	 
	-
	Belanja Alat Tulit Kantor
	492.500
	                    481.000 
	                    481.000 
	                    962.000 
	 
	 
	25 Bh
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Hadiah/Piagam/Cinderamata/Karangan Bunga (Piala dan Piagam)
	6.500.000
	                  5.062.500 
	                  5.062.500 
	                10.125.000 
	 
	 
	1 Paket
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Jasa Publikasi/Iklan/Dokumentasi/Spanduk
	1.300.000
	                               - 
	                               - 
	                               - 
	 
	 
	1 Paket
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Uang Transport ( Penilaian Tahap 1 dan Tahap 2 )
	6.000.000
	                  6.000.000 
	                  6.000.000 
	                12.000.000 
	 
	 
	15 Org/26 Kelurahan
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Cetak 
	225.000
	                    150.000 
	                    150.000 
	                    300.000 
	 
	 
	15 Bh
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Penggandaan ( Foto Copy dan Jilid )
	420.000
	                    168.750 
	                    168.750 
	                    337.500 
	 
	 
	1.510 Lbr
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Makan dan Snack Rapat 25 Org x 3 Kegiatan)
	2.062.500
	                  2.007.500 
	                  2.007.500 
	                  4.015.000 
	 
	 
	25 Org/Kegiatan
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Uang Yang Akan Di Serahkan Kepada Masyarakat ( Uang Pembinaan dan Insentif  Untuk Peserta )
	33.000.000
	                32.500.000 
	                32.500.000 
	                65.000.000 
	 
	 
	1 Paket/26 Kelurahan
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	H.
	Program Pengelolaan  Limbah Perkotaan
	385.000.000
	8.820.150
	95.975.550
	104.795.700
	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman
	50%
	31,39
	2,22
	33,61

	 
	 
	1.
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
	385.000.000
	8.820.150
	95.975.550
	104.795.700
	-
	Jumlah Kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem on site melalui Sambungan Rumah (SR) IPAL Komunal (09 Kawasan/09 Kelurahan, 09 Unit IPAL melayani 450 KK) dan Jumlah Prasarana Sanitasi Lingkungan Sekolah yang di Bangun
	100%
	31,39
	2,22
	33,61

	 
	 
	 
	-
	Belanja Alat Tulis Kantor
	17.000.000
	                  7.245.150 
	                               - 
	                  7.245.150 
	 
	 
	1 Paket
	43,33
	0,00
	43,33

	 
	 
	 
	-
	Belanja Penggandaan (Foto Copy)
	3.000.000
	 
	                               - 
	                               - 
	 
	 
	1 Paket
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Penjilidan (Jilid Lakban Sedang)
	500.000
	                               - 
	                               - 
	                               - 
	 
	 
	1 Kegiatan 
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
	4.500.000
	                  1.575.000 
	                               - 
	                  1.575.000 
	 
	 
	1 Kegiatan 
	43,33
	0,00
	43,33

	 
	 
	 
	-
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Peng. Bahan Sanitasi Untuk Sambungan Rumah Ipal Komunal 09 Kawasan dapat di akses 450 KK)
	360.000.000
	                               - 
	                89.900.000 
	                89.900.000 
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat ( Pengadaan Bahan Sanitasi Untuk Sambungan Rumah Ipal Komunal di 9 Kawasan dapat di akses 450 KK )
	9 Paket/9 Kawasan
	11,11
	11,11
	22,22

	 
	I
	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman
	18.797.851.830
	1.134.802.900
	17.230.739.600
	18.574.342.500
	Persentase Rumah dan Infrastruktur Lingkungan di kawasan Perumahan dan Permukiman yang terbangun
	100%
	44,01
	51,01
	94,93

	 
	 
	1.
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman pada Daerah Kumuh
	50.000.000
	                               - 
	              49.800.000 
	              49.800.000 
	 
	Jumlah Dokumen Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh kel. Kuala
	1 Dokumen
	          50,00 
	          50,00 
	        100,00 

	 
	 
	2.
	Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
	441.000.000
	0
	439.887.550
	439.887.550
	-
	Jumlah  4 Kecamatan yang di bantu Rehab Rumah
	100%
	47,08
	52,92
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Honor Tenaga Fasilitator Lapanngan)
	24.000.000
	                               - 
	                23.200.000 
	                23.200.000 
	 
	 
	16 Org
	50,00
	50,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Barang dan Jasa (Alat Tulis Kantor)
	2.000.000
	                               - 
	                  1.997.550 
	                  1.997.550 
	 
	 
	1 Paket
	50,00
	50,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Belanja Bahan Bangunan Rehab Rumah Tidak Layak Huni
	415.000.000
	0
	414.690.000
	           414.690.000 
	 
	Jumlah Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mendapat bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 39 Unit
	39 Unit
	41,25
	58,75
	100,00

	 
	 
	 
	 
	1
	Kecamatan Singkawang Timur
	200.000.000
	                               - 
	              199.870.000 
	              199.870.000 
	 
	 
	20 Unit
	35,00
	65,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	2
	Kecamatan Singkawang Barat
	75.000.000
	                               - 
	                74.950.000 
	                74.950.000 
	 
	 
	5 Unit
	50,00
	50,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	3
	Kecamatan Singkawang Tengah-Utara-Timur
	100.000.000
	                               - 
	                99.930.000 
	                99.930.000 
	 
	 
	10 Unit
	30,00
	70,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	4
	Perumnas Roban Singkawang Tengah
	40.000.000
	                               - 
	                39.940.000 
	                39.940.000 
	 
	 
	4 Unit
	50,00
	50,00
	100,00

	 
	 
	3.
	Pembangunan Jalan di Lingkungan Perumahan
	14.295.101.830
	616.513.500
	13.626.131.150
	14.242.644.650
	-
	Persentase Jumlah Panjang Jalan di lingkungan Perumahan yang terbangun dan terpelihara ( 140 paket)
	100%
	51,19
	49,22
	100,00

	 
	 
	 
	 
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Lingkungan
	14.295.101.830
	561.522.000
	13.681.122.650
	14.242.644.650
	 
	 
	131 Paket
	51,19
	49,22
	100,00

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan / Peningkatan Jalan  di Lingkungan Perumahan
	13.585.000.000
	312.522.000
	13.172.943.000
	13.536.351.000
	-
	Panjang Jalan di lingkungan Perumahan  yang dibangun ( 103 Paket )
	131 Paket
	64,36
	37,66
	100,00

	 
	 
	4.
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong di Lingkungan Perumahan
	3.801.750.000
	518.289.400
	3.164.720.900
	3.683.010.300
	-
	Persentase Panjang Drainase di Lingkungan Perumahan  yang Terbangun  dan Terpelihara  (31 Paket)
	100%
	71,77
	27,19
	98,96

	 
	 
	 
	 
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi
	874.500.000
	159.750.000
	706.763.800
	866.513.800
	 
	 
	2 Paket
	87,50
	12,50
	100,00

	 
	
	 
	 
	Belanja Pemeliharaan Konstruksi Saluran Pembawa / Penampungan Air Hujan di Lingkungan Perumahan (Tersebar di Kota Singkawang)
	870.000.000
	              159.750.000 
	              702.265.900 
	              862.015.900 
	-
	Jumlah Konstruksi Saluran Pembawa / Penampungan Air Hujan di lingkungan Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara (4 Paket)
	1 Paket
	100,00
	0,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	Biaya Administrasi ( Biaya Alat Tulis Kantor )
	4.500.000
	                               - 
	                  4.497.900 
	                  4.497.900 
	-
	Jumlah ATK Kantor
	1 Paket
	75,00
	25,00
	100,00

	 
	 
	 
	 
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor
	2.927.250.000
	49.800.000
	2.771.194.400
	2.820.994.400
	 
	 
	33 Paket
	56,04
	41,88
	97,92

	 
	 
	 
	 
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong di Lingkungan Perumahan
	2.720.000.000
	139.251.000
	2.425.897.000
	2.615.068.000
	-
	Jumlah Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong di lingkungan Perumahan yang terbangun (31 Paket)
	33 Paket
	74,11
	19,64
	93,75

	 
	 
	5.
	Optimalisasi Saluran
	210.000.000
	0
	159.000.000
	159.000.000
	-
	Jumlah Pengadanan Pompa dan Jumlah Kegiatan Penyemprotan Saluran
	50%
	0,00
	75,71
	75,71

	 
	K
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman
	2.095.000.000
	0
	2.091.270.000
	2.091.270.000
	Tingkat Penataan Areal Pemakaman
	80%
	51,00
	49,00
	100,00

	 
	 
	1.
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
	2.095.000.000
	                               - 
	2.091.270.000
	2.091.270.000
	-
	Jumlah Lokasi Pemakaman yang dilaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
	 
	51,00
	49,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga
	2.095.000.000
	0
	2.180.710.000
	2.091.270.000
	-
	Jumlah Barang yang akan di serahkan  Kepada Masyarakat
	20 Paket
	51,00
	49,00
	100,00

	 
	 
	 
	-
	Pembanganan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemakaman
	2.005.000.000
	                              - 
	        2.180.710.000 
	        2.001.830.000 
	-
	Jumlah Lokasi Perkuburan yang dilaksanakan Pembangunan/Peningkatan Kostruksi Pagar Pemakaman/Peningkatan Konstruksi Jalan Pemakaman
	20 Paket
	51,99
	48,01
	100,00

	 
	 
	JUMLAH
	40.520.825.000
	9.550.611.032
	22.895.503.211,00
	34.746.184.243
	Rata -rata realisasi seluruh Indikator Kinerja Program Kegiatan
	63,45
	24,18
	87,04





Tabel 2.2
TARGET DAN REALISASI 
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 TW. II
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
	NO.
	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN
	PAGU DANA
	REALISASI S/D     TRIWULAN  LALU
	REALISASI     TRIWULAN  INI
	REALISASI S/D     TRIWULAN  INI
	INDIKATOR KINERJA

	
	
	
	
	
	
	
	KELUARAN
	TARGET
	REALISASI TRIWULAN  LALU (%)
	REALISASI TRIWULAN  INI (%)
	REALISASI S/D SEKARANG (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9
	10
	11

	
	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 
	36.038.400.350
	211.064.354
	530.876.165
	741.940.519
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	A.
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	1.298.610.350
	205.659.804
	405.759.065
	611.418.869
	Persentase Penyelesaian Administrasi dan Operasional Perkantoran
	100%
	22,44
	21,79
	44,23

	 
	 
	1.
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	4.917.000
	141.000
	340.500
	481.500
	Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Selama 12 Bulan
	100%
	25,00
	             25,00 
	50,00

	 
	 
	2.
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	138.600.000
	32.152.073
	26.559.070
	58.711.143
	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Selama 12 Bulan
	100%
	25,00
	             25,00 
	50,00

	 
	 
	3.
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan  Kendaraan Dinas/ Operasional
	6.000.000
	942.700
	116.000
	1.058.700
	Cakupan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional Selama 12 Bulan
	100%
	25,00
	              8,33 
	33,33

	 
	 
	4.
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	7.033.500
	0
	2.798.200
	2.798.200
	Cakupan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Selama 12 Bulan
	100%
	25,00
	             25,00 
	50,00

	 
	 
	5.
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	64.996.850
	0
	31.170.700
	31.170.700
	Cakupan Penyediaan Alat Tulis Kantor  Selama 12 Bulan
	100%
	25,00
	             25,00 
	50,00

	 
	 
	6.
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	31.386.000
	0
	15.350.000
	15.350.000
	Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Selama 12 Bulan
	100%
	25,00
	             25,00 
	50,00

	 
	 
	7.
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	19.057.000
	0
	4.228.000
	4.228.000
	Cakupan Penyediaan  Komponen  Listrik  Instalasi /   Penerangan Bangunan Kantor Selama 12 Bulan
	100%
	16,67
	             25,00 
	41,67

	 
	 
	8.
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	195.000.000
	0
	0
	0
	Cakupan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	100%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	9.
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	6.300.000
	545.000
	1.105.000
	1.650.000
	Cakupan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Selama 12 Bulan
	100%
	25,00
	25,00 
	50,00

	 
	 
	10.
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	19.900.000
	0
	3.308.500
	3.308.500
	Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman Selama 12 Bulan
	100%
	25,00
	25,00 
	50,00

	 
	 
	11.
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
	400.000.000
	101.346.400
	231.431.880
	332.778.280
	Cakupan Pelaksanaan Rapat Koordinasi /Konsultasi  Keluar Daerah Selama 12 Bulan
	100%
	25,00
	25,00 
	50,00

	 
	 
	12.
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Keuangan
	105.000.000
	0
	15.250.000
	15.250.000
	Cakupan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Selama 12 Bulan
	100%
	25,00
	25,00 
	50,00

	 
	 
	13.
	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Perkantoran
	300.420.000
	70.532.631
	74.101.215
	144.633.846
	Cakupan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Selama 12 Bulan
	100%
	25,00
	25,00 
	50,00

	 
	B.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	579.540.000
	5.404.550
	23.462.000
	28.866.550
	Persentase Peningkatan Usia Pakai Sarana dan Prasarana Aparatur
	80%
	6,67
	7,50
	14,17

	 
	 
	1.
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
	192.000.000
	0
	0
	0
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
	100%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2
	40.000.000
	0
	                               - 
	0
	 
	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda dua
	1 Paket
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan 
	152.000.000
	0
	                               - 
	                                - 
	 
	Pengadaan Kend Operasional Lapangan
	1 Paket
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	2.
	Pengadaan Mebeleur
	100.000.000
	0
	0
	0
	Jumlah Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat
	100%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 
	100.000.000
	0
	                               - 
	0
	Pengadaan Meja Kerja
	1 Paket
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	3.
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
	150.000.000
	0
	0
	0
	Cakupan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Selama 12 Bulan
	100%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	-
	Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja Dinas (Swakelola) 
	150.000.000
	0
	                               - 
	0
	Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja ( Dinas )
	1 Paket
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	4.
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
	108.290.000
	5.404.550
	16.262.000
	21.666.550
	Cakupan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Selama 12 Bulan
	100%
	16,67
	16,67
	33,33

	 
	 
	5.
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
	29.250.000
	0
	7.200.000
	7.200.000
	Cakupan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Selama 12 Bulan
	100%
	16,67
	20,83
	37,50

	 
	C.
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	90.000.000
	0
	0
	0
	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Aparatur
	80%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	1.
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
	90.000.000
	0
	0
	0
	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 
	100%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	D.
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	8.000.000
	0
	0
	0
	Persentase Penurunan Jumlah TemuanTerhadap Pertanggung jawaban Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
	100%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	1.
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 
	4.000.000
	0
	0
	0
	Jumlah Pelaporan  Keuangan Akhir Tahun  SKPD
	100%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	2.
	Penyusunan Lakip  SKPD
	4.000.000
	0
	0
	0
	Jumlah Dokumen Penyusunan LAKIP, LKPJ, dan LPPD  SKPD
	100%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	E.
	Program Penguatan Transparansi Publik
	17.000.000
	0
	0
	0
	Persentase  Peningkatan Transparansi Informasi Kinerja SKPD
	100%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	1.
	Expo Kinerja SKPD ( Belanja Dekorasi Stand dan Uang Transport Penjaga Stand )
	17.000.000
	0
	                               - 
	0
	Jumlah  Masyarakat yang Mengunjungi Stand  SKPD
	200 Orang
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	F.
	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman
	31.519.750.000
	0
	91.370.000
	91.370.000
	Persentase Rumah dan Infrastruktur Lingkungan di kawasan Perumahan dan Permukiman yang terbangun
	100%
	0,00
	15,98
	15,98

	 
	 
	1
	Pembangunan Sarana dan Prasarana permukiman pada daerah kumuh.
	150.000.000
	0
	0
	0
	 
	Tersedianya Dokumen Kawasan Kumuh 
	100%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  (Penyusunan DED Kawasan Kumuh Tahap III)
	150.000.000
	0
	0
	0
	-
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Kumuh
	1 Dokumen
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	2.
	Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
	8.158.000.000
	0
	41.600.000
	41.600.000
	-
	Jumlah Rumah MBR yang mendapat bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
	100%
	0,00
	41,67
	41,67

	 
	 
	 
	-
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Honor Tenaga Fasilitator Lapanngan)
	84.000.000
	0
	                41.600.000 
	                 41.600.000 
	 
	 
	56 OB
	0,00
	50,00
	50,00

	 
	 
	 
	-
	Belanja Barang dan Jasa (Alat Tulis Kantor)
	4.000.000
	0
	0
	0
	 
	 
	1 Paket
	0,00
	33,33
	33,33

	 
	 
	 
	 
	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
	8.070.000.000
	0
	0
	0
	 
	Jumlah Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mendapat bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
	538 Unit
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 -
	Kecamatan Singkawang Tengah
 
	1.920.000.000
	0
	                               - 
	                                - 
	 
	 
	128 Unit
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 -
	Kecamatan Singkawang  Utara
 
	1.500.000.000
	0
	                               - 
	                                - 
	 
	 
	100 Unit
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 -
	Kecamatan Singkawang Timur
 
	1.740.000.000
	0
	                               - 
	                                - 
	 
	 
	116 Unit
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 -
	Perumnas Singkawang Selatan
 
	2.100.000.000
	0
	                               - 
	                                - 
	 
	 
	140 Unit
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	-
	Perumnas  Singkawang Barat
 
	810.000.000
	-
	                               - 
	 
	 
	 
	54 Unit
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	3.
	Pembangunan Jalan di Lingkungan Perumahan
	16.888.000.000
	0
	0
	0
	-
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman
	100%
	0,00
	16,67
	16,67

	 
	 
	 
	 
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Lingkungan
	16.479.000.000
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	Jumlah Panjang Jalan di lingkungan Perumahan yang terbangun ( 167 paket)
	167 Paket
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	4.
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong di Lingkungan Perumahan
	6.323.750.000
	0
	49.770.000
	49.770.000
	-
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Drainase Linngkungan Perumahan dan Permukiman
	100%
	0,00
	5,58
	5,58

	 
	 
	 
	 
	Belanja Pemeliharaan 
	600.000.000
	0
	49.770.000
	49.770.000
	 
	 
	1 Paket
	0,00
	8,30
	8,30

	 
	 
	 
	 
	Belanja Pemeliharaan Konstruksi Saluran Drainase / Gorong-gorong di Lingkungan Perumahan (Tersebar di Kota Singkawang)
	600.000.000
	0
	                49.770.000 
	                 49.770.000 
	-
	Jumlah Konstruksi Saluran Pembawa / Penampungan Air Hujan di lingkungan Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara
	1 Paket
	0,00
	8,30
	8,30

	 
	 
	 
	 
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor
	5.723.750.000
	0
	0
	0
	 
	 
	73 Paket
	0,00
	2,67
	2,67

	 
	 
	 
	 
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Saluran Lingkungan
	5.723.750.000
	0
	0
	0
	-
	Jumlah Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong di lingkungan Perumahan yang terbangun (70 Paket)
	70 Paket
	0,00
	8,57
	8,57

	 
	G.
	Program Perencanaan Tata Ruang.
	1.220.000.000
	0
	0
	0
	Cakupan Penataan/Keteraturan  Pola Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Singkawang
	100%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	1.
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
	305.000.000
	0
	0
	0
	-
	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (1 Dokumen)
	100%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	2.
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan
	915.000.000
	0
	0
	0
	-
	Cakupan  Sarana dan prasarana Pedestrian dan Steet Funitur yang dibangun
	100%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	H.
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	841.000.000
	0
	0
	0
	Cakupan Pelayanan Advis Izin Mendirikan Bangunan dan Reklame Yang diterbitkan Sesuai Pemanfaatan Ruang
	100%
	0,00
	11,11
	11,11

	 
	 
	1.
	Advis Planning izin mendirikan Bangunan
	130.000.000
	0
	0 
	0 
	 
	Cakupan  Rekemendasi / Advis Izin Mendirikan Bangunan yang sesuai dengan Pemanfaatan Ruang( 600 Advis)
	100%
	0,00
	23,61
	23,61

	 
	 
	2.
	Penyusunan Revisi Perda Bangunan Gedung
	20.000.000
	0
	0 
	0 
	 
	Jumlah Rancangan/ Draft  Revisi Perda Bangunan Gedung (1 Dokumen)
	100%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	3.
	Pengawasan, Pengendalian Bangunan dan Media Reklame
	60.000.000
	0
	0 
	0 
	 
	Cakupan  Rekomendasi/Advis Bangunan Reklame dan Pengawasan  pengendaliaanya (200 Advis)
	100%
	0,00
	33,33
	33,33

	 
	 
	4.
	Pembangunan Media Reklame
	250.000.000
	0
	0 
	0 
	 
	Jumlah Konstruksi Bangunan Reklame yang di Bangun Sesuai Penataan Ruang 
	100%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	5.
	Sistem Informasi Pendataan Bangunan Gedung
	210.000.000
	0
	0 
	0 
	 
	Jumlah Software Aplikasi Sistem Informasi Pendataan Bangunan Gedung di Kota Singkawang (1 Aplikasi)
	100%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	6.
	Sosialisasi Bangunan Gedung (Reklame)
	15.000.000
	0
	0 
	0 
	 
	Cakupan Sosialisasi Bangunan Gedung (Reklame) di 5 kecamatan
	100%
	0,00
	20,83
	20,83

	 
	 
	7.
	Pendataan  Bangunan Kota Singkawang.
	156.000.000
	0
	0 
	0 
	 
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendataan Bangunan Gedung (1 Dokumen)
	100%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	I.
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
	124.500.000
	0
	0
	0
	Cakupan Tersedianya Data Base SKT/SPT Pertanahan yang Terverifikasi
	25%
	0,00
	8,33
	8,33

	 
	 
	1.
	Updating Sistem Pendaftaran Tanah
	124.500.000
	0
	0 
	0 
	 
	Cakupan sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah (5 Kecamatan)
	100%
	0,00
	8,33
	8,33

	 
	J.
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
	340.000.000
	0
	10.285.100
	10.285.100
	Persentase Akurasi Sistem Informasi Data Base / Inventarisasi Pengendalian dan Pemanfatan Pertanahan
	25%
	0,00
	17,81
	17,81

	 
	 
	1
	Fasilitasi Rekomendasi Ijin Lokasi
	20.000.000
	0
	                  4.470.300 
	                   4.470.300 
	 
	Jumlah Data Base, Peta, Dokumentasi izin lokasi di Kota Singkawang (1 Dokumen)
	100%
	0,00
	32,50
	32,50

	 
	 
	2
	Updating Aset Kadaster Pertanahan Kota Singkawang
	20.000.000
	0
	0 
	0 
	 
	Jumlah Data Base, Peta, Dokumentasi  Asset Kadaster Pemerintah Kota Singkawang (1 Dokumen)
	100%
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	3
	Inventarisasi Tanah Kosong
	157.000.000
	0
	0
	0
	 
	Jumlah  Dokumen Data Inventarisasi Tanah Kosong Di Kota singkawang (1 Dokumen)
	100%
	0,00
	6,25
	6,25

	 
	 
	4
	Inventarisasi Potensi Aset Pemda
	143.000.000
	-
	                  5.814.800 
	                   5.814.800 
	 
	Jumlah  Dokumen Data Inventarisasi Potensi Asset Pemerintah Kota singkawang (1 Dokumen)
	100%
	0,00
	32,50
	32,50

	
	JUMLAH
	36.038.400.350
	211.064.354
	530.876.165
	741.940.519
	 
	 
	 
	2,91
	8,25
	11,16










2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Dalam lampiran IV Permendagri No.54 Tahun 2010 Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan, sebagaimana dimuat dalam Lampiran I peraturan menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan.Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 
Analisis gambaran pelayanan SKPD diharapkan mampu mengidentifikasi:
1. Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Indikator yang dimaksud adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2010.  
2. Potensi dan permasalahan pelayanan SKPD; dan
3. Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD.
Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan, sebagaimana dimuat dalam Lampiran I peraturan menteri ini. Dalam keadaan indikator kinerja yangdimaksud tidak tersedia, maka SKPD perlu menyepakati indikator kinerja mandiri untuk mengukur kinerja SKPD berkenaan.
Dalam keadaan indikator kinerja yang dimaksud tidak tersedia, maka SKPD perlu menyepakati indikator kinerja mandiri untuk mengukur kinerja SKPD berkenaan.
Langkah-langkah analisis tingkat kinerja pelayanan SKPD adalah:
1. Tentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD sekurang-kurangnya mencakup salah satu dari kelompok indikator berikut ini: 
a) 	Indikator kinerja SPM, jika SKPD telah memiliki SPM;
b)	Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. SKPD menggunakan indikator dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan;
c)	Indikator yang telah dikembangkan SKPD secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD tersebut; dan  
d) 	Indikator Millennium Development Goals (MDGs) ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan. 
2. Identifikasi target (besaran) kinerja menurut SPM, indikator kinerja kunci (IKK) atau hasil analisis kebutuhan, pada setiap indikator; 
3. Identifikasi target (besaran) kinerja dalam Renstra SKPD (periode sebelumnya) yang dirinci per tahun; 
4. Hitung realisasi capaian target kinerja setiap tahun sampai dengan tahun ke-5 dalam Renstra SKPD dan sampai dengan saat penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Renja SKPD tahun berjalan;
5. Hitung rasio antara capaian kinerja dengan kinerja yang dibutuhkan/ditargetkan untukmenunjukkan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan; 
6. Identifikasi pada pelayanan mana saja target telah tercapai dan belum tercapai;
7. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target tersebut, baik berupa faktor pendukung maupun faktor kendala pencapaian sebagai bahan perumusan permasalahan pelayanan SKPD untuk ditangani pada Renstra berikutnya; 
8. Jika SKPD belum mempunyai SPM dan dokumen Renstra SKPD-nya belum mencantumkan indikator maupun target kinerjanya, maka analisis tingkat capaian Pelayanan mengacu pada IKK serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD; 
9. Bila pada IKK angka standarnya tidak tersedia atau target kinerjanya tidak  tercantum dalam Renstra SKPD, maka analisis capaian kinerja dihubungkan dengan indikator kinerja SKPD yang terkait dengan SPM;
10. Bila target kinerja dalam IKK belum tercantum, maka perlu dilakukan analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai dengan norma dan standar pelayanan masing-masing SKPD; dan 
11. Hasil dari langkah-langkah analisis tersebut diatas, dapat diajikan dalam contoh tabel.

Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  Kota Singkawang  dapat dilihat  pada (Tabel 2.3)  sebagai berikiut :

















Tabel. 2.3
Revieu Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
Pemerintah Kota Singkawang

	NO
	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 
	Target NSPK
(Target SPM)
	Target IKK
	Target Indi
kator Lainnya
	Target Renstra SKPD Tahun ke-
	Realisasi Capaian Tahun ke-
	Rasio Capaian pada Tahun ke-

	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017 TW.II
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017 TWII

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ASPEK PELAYANAN UMUM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Bidang Perumahan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Rasio Rumah Layak Huni
	 
	%
	 
	0,1840
	0,1845
	0,1850
	0,1860
	0,1870
	0,1837
	0,1838
	0,1830
	0,1811
	0,1811
	0,1837
	0,1838
	0,1830
	0,1811
	0,1811

	2
	Rumah layak huni
	 
	%
	100%
	95,00
	97,00
	98,00
	99,00
	100,00
	94,72
	96,76
	88,19
	88,27
	89,27
	      99,71 
	      99,76 
	      89,99 
	      89,16 
	      89,27

	 
	Jumlah Rumah Tinggal
	 
	 
	 
	48.002
	48.002
	48.002
	53.327
	53.380
	48.002
	48.002
	48.002
	53.327
	53.380
	    48.002 
	    48.002 
	    48.002 
	    53.327 
	    53.380 

	3
	Jumlah Rumah Tidak Layak huni (berdasarkan Usulan)
	 
	 
	7.567 Unit
	2.533
	1.554
	1.010
	1.161
	1.309
	2.533
	1.554
	1.010
	1.161
	600
	      2.533 
	      1.554 
	      1.010 
	      1.161 
	         600 

	4
	Cakupan  Ketersediaan Rumah Layak Huni
	100%
	 
	70%
	63
	67
	68
	69
	70
	         94,70 
	      95,70 
	      88,19 
	       88,27 
	      88,27
	94,70
	95,70
	88,19
	88,27
	88,27

	5
	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau
	70%
	 
	100%
	84,48
	88,15
	92,65
	98,45
	100
	53,90
	53,90
	61,44
	62,69
	63,69
	63,80
	61,15
	66,31
	63,68
	62,69

	6
	Lingkungan Yang Sehat dan aman yang didukung Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)
	100%
	 
	70%
	60
	62
	64
	67
	70
	57,69
	57,69
	61,54
	69,23
	74,81
	57,69
	57,69
	61,54
	69,23
	74,81

	7
	Panjang Jaringan Drainase Lingkungan yang terpelihara (M')
	 
	 
	64.000 M’
	 
	25.000 
	10.000 
	15.000 
	15.000 
	 
	24.003 
	9.222 
	15.000 
	15.000 
	 
	24.003 
	33.225 
	48.225 
	63.225 

	8
	Panjang Jaringan Drainase Lingkungan yang tertangani (M')
	 
	 
	 50.000
      M' 
	      18.000 
	        7.000 
	        7.000 
	       9.000 
	        9.000 
	       18.789 
	6.342,30
	9.311
	6.801
	9.115
	    18.789 
	    25.131 
	    34.442 
	    41.243 
	

	9
	Panjang Jalan Lingkungan yang tertangani (M')
	 
	 
	 100.000
 M' 
	      35.000 
	      15.000 
	      16.000 
	     16.800 
	      17.200 
	       38.988 
	    15.081 
	  18.064,6 
	     17.900 
	  29.381 
	    38.988 
	    54.069 
	    72.134 
	    90.034 
	   

	B
	Bidang Permukiman
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Rasio Permukiman Layak Huni
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
	10%
	 
	10%
	25
	20
	20
	15
	10
	         25,53 
	      31,91 
	      36,17 
	       43,23 
	      43,23 
	25,53
	31,91
	36,17
	43,23
	43,23

	3
	Lingkungan Permukiman Kumuh
	 
	%
	 
	0,093
	0,093
	0,093
	0,089
	0,081
	0,060
	0,048
	0,046
	0,083
	0,083
	0,060
	0,048
	0,046
	0,083
	0,083

	4
	Kawasan Kumuh
	 
	%
	 
	0,069
	0,060
	0,063
	0,083
	0,081
	0,069
	0,060
	0,063
	0,083
	0,083
	0,069
	0,060
	0,063
	0,083
	0,083

	 
	Luas Wilayah
	 
	 
	Ha
	50.400
	50.400
	50.400
	50.400
	50.400
	50.400
	50.400
	50.400
	50.400
	50.400
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	 
	Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan 
	 
	 
	Ha
	47
	47
	47
	74,03
	74,03
	47
	47
	47
	74,03
	74,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lingungan Perumahan Permukiman Kumuh Yang Tertangani
	 
	 
	Ha
	30
	24
	23
	33,03
	30
	30
	24
	23
	42,03
	40,89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kawasan Kumuh yang Tertangani
	 
	 
	Ha
	35
	30
	32
	42,03
	 
	35
	30
	32
	42,03
	40,89
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Rasio Bangunan Ber-IMB Persatuan Bangunan
	60%
	 
	25%
	 
	 
	 
	23,92
	25,18
	 
	 
	 
	23,92
	25,18
	 
	 
	 
	23,92
	      25,07 

	2
	Advis Planning Izin Mendirikan Bangunan 
	 
	 
	2150 Advis
	300
	250
	500
	500
	600
	415
	309
	228
	166
	20
	         415 
	         724 
	         952 
	      1.118 
	1188      

	3
	Rekomendasi Izin Pemasangan Reklame
	 
	 
	1250 Advis
	200
	250
	250
	250
	200
	141
	251
	265
	228
	125
	     141 
	        392 
	      657 
	       885 
	    44.6

	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	Bidang Pertanahan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Wajib Pertanahan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat
	 
	%
	4661
	 
	 
	 
	 
	        45,41 
	 
	 
	 
	 
	      45,41 
	 
	 
	 
	 
	      45,41 

	2
	Penyelesaian Kasus Tanah Negara
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0

	3
	Penyelesaian Izin Lokasi
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0

	4
	Updating Sistem Pendaftaran Tanah (SKT/SPT) di Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah 
	 
	 
	 409 Persil 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146
	132
	 
	 
	 
	146
	278





Tabel. 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  Perangkat Daerah Dinas  Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
Pemerintah Kota Singkawang

	Program dan Kegiatan
	Anggaran pada Tahun ke- 
	Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- 
	Rata-rata Pertumbuhan

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017 
TW. II
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017 TW. II
	Anggaran
	Realisasi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	BELANJA
	       32.751.793.100 
	       18.269.953.600 
	       30.244.826.430 
	       19.516.939.330 
	         29.803.914.701 
	         32.374.989.675 
	        13.052.573.148 
	         21.895.619.330 
	         18.970.939.200 
	            1.828.954.553 
	         98,85 
	         71,44 
	         72,39 
	         97,20 
	           6,14 
	        (589.575.680)
	      (6.109.207.024)

	Belanja Tidak langsung
	 
	 
	 
	 
	          2.662.514.351 
	 
	 
	 
	 
	            1.087.014.034 
	 
	 
	 
	 
	         40,83 
	         532.502.870 
	         217.402.807 

	Belanja Langsung
	       32.751.793.100 
	       18.269.953.600 
	       30.244.826.430 
	       19.516.939.330 
	         27.141.400.350 
	         32.374.989.675 
	        17.637.240.283 
	         21.895.619.330 
	         18.970.939.200 
	              741.940.519 
	         98,85 
	         96,54 
	         72,39 
	         97,20 
	           2,73 
	      (1.122.078.550)
	      (6.326.609.831)

	1.
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	 
	 
	 
	 
	       1.330.610.350 
	 
	 
	 
	 
	           611.418.869 
	 
	 
	 
	 
	        45,95 
	      266.122.070 
	      122.283.774 

	2.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	 
	 
	 
	 
	          575.540.000 
	 
	 
	 
	 
	             28.866.550 
	 
	 
	 
	 
	          5,02 
	      115.108.000 
	          5.773.310 

	3
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	 
	 
	 
	 
	                           -   
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	                - 
	                         - 
	                         - 

	4
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
	 
	 
	 
	 
	                             - 
	 
	 
	 
	 
	                              - 
	 
	 
	 
	 
	                - 
	                         - 
	                         - 

	5
	Program Penguatan Transparansi Publik
	 
	 
	 
	 
	            17.000.000 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	                - 
	          3.400.000 
	                         - 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                         - 

	B. Bidang Perumahan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman
	   31.328.442.600 
	   15.307.391.600 
	   27.146.717.630 
	   18.797.851.830 
	     23.601.750.000 
	     30.859.930.800 
	     15.273.324.283 
	     19.639.215.250 
	      18.574.342.500 
	             91.370.000 
	        98,50 
	        99,78 
	        72,34 
	        98,81 
	          0,39 
	  (1.545.338.520)
	  (6.153.712.160)

	2.
	Program Pengelolaan Air Limbah Perkotaan
	                           - 
	                           - 
	     1.005.808.800 
	        385.000.000 
	                             - 
	                             - 
	                            - 
	          497.890.000 
	           104.795.700 
	0
	 
	 
	        49,50 
	        27,22 
	                - 
	                         - 
	                         - 

	3
	Program lingkungan Sehat Perumahan
	     1.362.587.000 
	     2.372.562.000 
	     1.612.300.000 
	                           - 
	                             - 
	       1.357.699.875 
	       2.223.916.000 
	       1.299.296.180 
	                             - 
	0
	        99,64 
	        93,73 
	        80,59 
	                - 
	                - 
	     (272.517.400)
	     (271.539.975)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C. Bidang Permukiman
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Program Perencanaan Tata Ruang
	                           - 
	                           - 
	                           - 
	                           - 
	          355.000.000 
	 
	 
	 
	 
	0
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	                - 
	        71.000.000 
	                         - 

	2.
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	          54.000.000 
	        240.000.000 
	          90.000.000 
	        131.500.000 
	          797.000.000 
	          153.040.500 
	          140.000.000 
	            72.430.000 
	           114.143.500 
	0
	      283,41 
	        58,33 
	        80,48 
	        86,80 
	                - 
	      148.600.000 
	       (30.608.100)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D. Bidang Pertanahan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
	                           - 
	                           - 
	                           - 
	                           - 
	          133.500.000 
	                             - 
	                            - 
	                             - 
	                             - 
	             10.285.100 
	              -   
	#DIV/0!
	                - 
	#DIV/0!
	          7,70 
	        26.700.000 
	          2.057.020 

	2
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
	            6.763.500 
	        350.000.000 
	        390.000.000 
	        202.587.500 
	          331.000.000 
	              4.318.500 
	                            - 
	          386.787.900 
	           177.657.500 
	0
	              -   
	                - 
	        99,18 
	        87,69 
	                - 
	        64.847.300 
	            (863.700)

	BELANJA
	   32.751.793.100 
	   18.269.953.600 
	   30.244.826.430 
	   19.516.939.330 
	     29.803.914.701 
	     32.374.989.675 
	     13.052.573.148 
	     21.895.619.330 
	      18.970.939.200 
	        1.828.954.553 
	        98,85 
	        71,44 
	        72,39 
	        97,20 
	          6,14 
	     (589.575.680)
	  (6.109.207.024)











2.2.1.  Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan
Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota singkawang menjadi urusan program kerja pada Bidang Perumahan dan Bidang Permukiman serta bersama dinas terkait dalam  Penataan, Pembangunan infrastruktur Perkotaan dan Ketersediaan Kelengkapan Utilitas umum,  melalui upaya  melaksanakan Program-progran yaitu: 1). Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman 2) Program pengembangan perumahan dengan kegiatan-kegiatan  seperti: Pembangunan/Peningkatan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana Dasar (PSD) serta Prasrana sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan diKawasan Permukiman  dengan output yaitu; prasrana dan sarana Jalan dan jembatan Lingkungann, Saluran/Drainase Lingkungan dan Sanitasi Dasar,  serta melalui upaya Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Renovasi Rumah Tidak layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Adapun pencapaian pembangunan berupa infrastruktur publik  berdasarkan perolehan data capaian tahun lalu (2013-2017) dapat dilihat pada (tabel 2.5 s/d 2.8)





Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Data Pendukung Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 (Tabel 2.5)
	No
	Indikator
	% Capaian pada Tahun 2016
	% realisasi Capaian pada Tahun 2017.
 TW II
	Rumus Persamaan
	Tahun

	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	(Target
2017)


	1.
	Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni
	88,27%
	88,27%
	Rumah Layak Huni (Unit)
	
X 100


	44.050
	45.469
	46.448
	47.031
	47.070
	47.760

	
	
	
	
	Jumlah seluruh rumah
(Unit)
	
	48.002
	48.002
	48.002
	53.327
	53.327
	53.380

	2.
	Persentase Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
	62.69%
	89,09%
	RT MBR yg menempati rumah layak huni yg terjangkau
	


X 100


	5.782
	7.335
	7.330
	7.471
	7.662
	8.267

	
	
	
	
	Jumlah Rumah Tangga MBR
	
	14.324
	13.609
	12.859
	12.159
	12.159
	9.385

	3.
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang sesuai dengan PSU
	73,08%
	73,08%
	Lingkungan yg didukung PSU
	
X 100
	15
	15
	16
	18
	19
	19,5

	
	
	
	
	Jumlah Lingkungan perumahan
	
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	4.
	Rumah Layak huni
	88,27%
	88,27%
	Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)
	
X 100


	44.050
	45.469
	46.448
	47.031
	47.070
	47.760

	
	
	
	
	Jumlah seluruh rumah
(Unit)
	
	48.002
	48.002
	48.002
	53.327
	53.327
	53.380

	5.
	Jumlah Rumah Tidak Layak huni (%) berdaarkan usulan
	2,18  %
	2,18  %
	Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)
	X 100
	3.952
	2.533
	1.554
	1.010
	1.161
	600

	
	
	
	
	Jumlah seluruh rumah (Unit)
	
	48.002
	48.002
	48.002
	53.327
	53.327
	53.380

	6.
	Lingkungan Permukiman kumuh Menurun
	0.083%
	0.083%
	Luas Lingkungan permukiman kumuh (Ha)
	

X 100


	35
	30
	24
	23
	42,03
	40,89

	
	
	
	
	Luas Wilayah (Ha)

	
	50.400
	50.400
	50.400
	50.400
	50.400
	50.400

	7.
	Kawasan Kumuh
	0.083%
	0.083%
	Luas Kawasan Kumuh (Ha)
	

X 100


	37
	35
	30
	32
	42,03
	40,89

	
	
	
	
	Luas Wilayah (Ha)
	
	50.400
	50.400
	50.400
	50.400
	50.400
	50.400


Sumber data : Bidang Perumahan dan  Bidang Permukiman  s/d Tahun 2017 

Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan Yang Dilaksanakan
Tahun Anggaran 2009 – 2017
Tabel 2.6

	No
	Kecamatan
	Tahun 
2009
	Tahun 
2010
	Tahun 
2011
	Tahun 
2012
	Tahun 
2013
	Tahun 
2014
	Tahun 
2015
	Tahun 
2016
	Target
Tahun 
2017
	Realisasi 
Tahun 
2017 TW.II
	
KET

	
	
	Panjang               ( M1)
	Panjang               ( M1)
	Panjang           ( M1)
	Panjang             ( M1)
	Panjang           ( M1)
	Panjang           ( M1)
	Panjang           ( M1)
	Panjang           ( M1)
	Panjang           ( M1)
	Panjang           ( M1)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(5)
	(6)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	10
	(11)

	1
	Singkawang Tengah
	5.142,8
	1.196
	1.579
	2.356.2
	
5.125,6
	
850,5 M'
	
3.966.5M'
	3925,5
	
2823,75
	0
	Saluran
Tersier


	2
	Singkawang Utara
	898,99
	522
	725
	690
	
136,2
	
395 M'
	
1.787.6 M'
	1500,5
	
4031
	0
	Saluran
Tersier


	3
	Singkawang Selatan
	1.752,9
	-
	95
	395
	
1.352,3
	
2.198 M'
	
886,8 M'
	-
	
1489
	0
	Saluran
Tersier


	4
	Singkawang Timur
	485,63
	272
	272
	135
	
582
	
758,5 M'

	
1.580,6  M'

	500
	
-
	0
	Saluran
Tersier


	5
	Singkawang Barat
	2.146,4
	544
	127,15
	1.798
	
3.236,2
	
2.140,8 M'
	
2,165,6 M'
	875
	
771,54
	0
	Saluran
Tersier


	JUMLAH
	10.427 M’
	2.534 M’
	2.798,15M’
	5.374,2M’
	10.432,3M’
	6.342,3M’
	9.311 M’
	6.801 M’
	9.115 M’
	0
	

	JUMLAH TOTAL
	53.624,56 M’






Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan
Yang Dilaksanakan Tahun Anggaran 2010– 2017
(Tabel 2.7)

	No
	Kecamatan
	Tahun 2010
	Tahun 2011
	Tahun 2012
	Tahun 2013
	Tahun 2014
	Tahun 2015
	Tahun 2016
	Target Tahun 2017
	Realisasi Tahun 2017 TW.II
	
KET

	
	
	Panjang              ( M1)
	Panjang               ( M1)
	Panjang                 ( M1)
	Panjang             ( M1)
	Panjang             ( M1)
	Panjang             ( M1)
	Panjang             ( M1)
	Panjang             ( M1)
	Panjang             ( M1)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(4)
	(5)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(8)
	(9)

	1
	Singkawang Tengah
	1.488
	283,7
	5.707
	9.188,39
	4,897
	4.955.85 
	1050
	12.513,14
	0
	Jalan Lingkungan

	2
	Singkawang Utara
	989
	709.1
	1.274
	6.310,2
	1.004
	2.151
	5500
	4.067,67
	0
	Jalan Lingkungan

	3
	Singkawang Selatan
	4.740
	184,7
	4.159,3
	8.041
	2.172
	3.763,65
	4000
	4065,3
	0
	Jalan Lingkungan

	4
	Singkawang Timur
	3.406
	191
	1.100
	3.723,3
	3.097
	1.969
	2000
	1.880,2
	0
	Jalan Lingkungan

	5
	Singkawang Barat
	2.148
	190
	2.544
	6.310,2
	3.911
	5.224,69
	5350
	6.854,7
	0
	Jalan Lingkungan

	JUMLAH
	13.120,5 
M’
	1.958,5 
M’
	14.784,3
 M’
	33.573,1
 M’
	15, 081  
M’
	18.064 
M’
	17.900 
M’
	29.381 
M’
	0
	

	JUMLAH TOTAL
	114.481,59 M’





RENOVASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
s/d Tahun 2017
(Tabel.2.8)

	No
	Kecamatan
	RUMAH YANG DIBANTU
	Jumlah
	Keterangan

	
	
	Tahun 2012
	Tahun 2013
	Tahun 2014
	Tahun 2015
	Tahun  2016
	Target Tahun 2017 

	Realisasi Tahun 2017 
TW.II
	Realisasi Tahun 2017 
TW.II
	
	

	
	
	APBD
	APBN
	APBD
	APBN
	APBD
	APBN
	APBD
	APBN
	APBN
	APBD
	APBN

	APBD
(DAK)
	APBN

	APBD
(DAK)
	
	

	(1)
	(2)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	
	
	(16)
	(17)

	1
	Singkawang Tengah
	5
	
	-
	61
	-
	
	16
	
	9
	-
	-
	128
	-
	
	
	Sasaran MBR

	2
	Singkawang Utara
	5
	70
	-
	
	-
	
	11
	138
	5
	-
	-
	100
	-
	
	
	Sasaran MBR

	3
	Singkawang Selatan
	5
	60
	-
	
	-
	
	-
	307
	-
	-
	126
	140
	126
	
	
	Sasaran MBR

	4
	Singkawang Timur
	5
	85
	-
	
	-
	383
	27
	
	20
	-
	-
	116
	-
	
	
	Sasaran MBR

	5
	Singkawang Barat
	5
	
	5
	39
	47
	
	15
	30
	5
	-
	-
	54
	-
	
	
	Sasaran MBR

	JUMLAH APBD
	25 Unit
	
	5 Unit
	
	47 Unit
	
	69 Unit
	
	39 Unit
	-
	-
	538
	
	-
	-
	

	JUMLAH APBN
	
	382 
Unit 
	
	715 Unit
	
	383
Unit
	
	475
Unit
	
	-
	126
Unit
	
	126
Unit
	
	1.825 
Unit
	

	JUMLAH  TOTAL
	1.985 Unit





Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ini diusahakan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan hunian yang layak dalam suatu lingkungan perumahan yang sehat, aman, selaras, serasi dan teratur.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan diusahakan agar masyarakat  dimanapun mereka bertempat tinggal dapat merasakan lingkungan hidup yang sehat, lebih aman, lebih tertib, dan lebih nyaman. Guna mencapai maksud tersebut diusahakan untuk meningkatkan prasarana sarana lingkungan perumahan permukiman / Prasarana sarana Dasar  (PSD) dan prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) baik yang bersifat fisik seperti perumahan, air bersih, dan penyehatan lingkungan permukiman, maupun sarana non fisik seperti adanya peraturan tata ruang, peraturan tata bangunan, pedoman-pedoman pembangunan dan lainnya yang dapat menuju kesejahteraan hidup bersama dalam lingkungan Perumahan dan Permukiman
Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan/berkesinambungan (sustainable  development)  maka dalam pengelolaan pembangunan baik perencanaan dan  penyediaan infrastruktur Dasar maupun Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dilingkungan perumahan harus dapat memenuhi pelayanan  dasar  serta mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang juga termasuk dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Dan  Penyelenggara Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait,  seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Program Prioritas Naional dan Pemanfaatan berbagai dokumen Perencanaan sebagai dasar acuan Perencanaan Rencana Pembangunan yang digunakan antara lain; Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana  Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Pembangunan Investasi jangka Menengah (RPIJM), Strategi Pengembangan Permukiman dan infrastruktur Perkotaan (SPPIP/RKPKP) dan Strategi Pengembangan Kota (SPK)
Dalam rangka pemenuhan ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Standar Pelayanan Minimal yang juga termasuk dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Dan  Penyelenggara Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melaui Kementerian terkait. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat  Nomor 22 Tahun 2008 yaitu Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat serta Pelayanan Dasar seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014  tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub bidang Cipta Karya. SPM terdiri dari target dan nilai standar Pelayanan meliputi jenis dan mutu Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja serta  Batas Waktu Pencapaian. Adapun jenis-jenis pelayanan dasar sebagai berikut :
A. Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan, Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
(Pada Bidang Perumahan)
Adapun Salah Satu SPM yang dilaksanakan oleh Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat  Nomor 22 Tahun 2008 yaitu Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat, ada 2 (dua) Jenis SPM Pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat dengan 3 (tiga) indikator pada (Tabel 2.9) dengan Pencapaian Tahun 2017 sebagai Berikut:  

Tabel 2.9. Capaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat
	No
	JENIS PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR
	Target Nasional 2025
	Target Daerah
2017
	Realisasi

	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017 TW.II

	1.
	Rumah Layak Huni dan Terjangkau
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  Cakupan ketersediaan rumah layak huni
	100%
	70%
	96,00
%
	94,70
%
	95,70
%
	88,19
%
	88,27
%
	88.27%

	
	-  Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
	70%
	100%
	40,37
%
	53,9
%
	53,9
%
	61,44
%
	62,69
%
	62,69
%

	2.
	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana, utilitas umum.
-  Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang sesuai dengan PSU
	100%
	70%
	57,69
%
	57,6
9%
	61,54
%
	69,23
%
	73,08
%
	73,08
%


Sumber:  Bidang Perumahan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2017 TW.II

a) Indikator Cakupan ketersediaan rumah layak huni (Dengan pengertian cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya)  target Nasional  sebesar 100% pada tahun 2025.
Realisasi Capaian Daerah s/d Tahun 2017 TW. II sebesar 88,27% terhadap target Nasional dan relative cukup tercapai serta perlu ditingkatkan lagi agar dapat mencapai target nasional mengingat batas waktu untuk mencapai indikator Cakupan ketersediaan rumah layak huni 100% pada tahun 2025. namun pada Tahun 2017 masih terdapat (600 unit) rumah tidak layak huni dari jumlah rumah 53.380 Unit rumah, dan masih perlu direhabilitasi menjadi rumah layak huni dengan jumlah target 600 unit rumah berdasarkan data usulan rumah tidak layak huni (RTLH) yang terverifikasi pada tahun 2017.
b) Indikator Cakupan Layanan rumah layak huni yang terjangkau (dengan pengertian cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun disewa oleh seluruh lapisan masyakarat) 
 Realisasi Capaian Daerah s/d Tahun 2017 TW. II Terhadap Target Nasional relative tercapai 62.69% dan perlu ditingkatkan lagi mengingat batas waktu untuk mencapai Target Nasional indikator SPM Indikator Cakupan Layanan rumah layak huni yang terjangkau 70% sampai dengan tahun 2025. Disamping itu pula berdasarkan data pendukung perhitungan tahun 2017 untuk jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terdapat 9.385 rumah tangga MBR yang dapat berdampak pada bertambahnya Jumlah RTLH dikota Singkawang.
c) Indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah lingkungan hunian dengan batas batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan serta keamanan bagi masyarakat.
Untuk Realisasi Capaian Daerah s/d Tahun 2017 TW. II terhadap terhadap target Nasional tercapai 73.08% masih perlu ditingkatkan lagi dalam rangka pencapaian target Nasional SPM  indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)100% pada tahun 2025.
Pada tahun 2017 Penanganan RTLH menjadi program Prioritas Nasional Bidang infrastruktur dengan anggaran DAK-Sub Bidang Perumahan, untuk tahun 2017 Kota Singkawang memperoleh anggaran DAK-Sub Bidang perumahan sebesar                     Rp. 8.158.000.000 berupa Bantuan Sosial dengan Target 538 Unit RTLH dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor 653/171Perum-A/2017 tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berupa Uang sebanyak 524 Orang Penerima BSPS yang telah terverifikasi, dengan besaran bantuan masing- masing MBR menerima Bantuan  Rp. 15.000.000,- per orang / unit Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi menjadi Rumah Layak Huni dengan mekanisme penyaluran uang langsung ke rekening masing-masing masyarakat penerima bantuan. 

SKPD pengampu (Disperkimta) khususnya bidang Perumahan sebagai Kelompok Kerja (POKJA) yang memfasilitasi dan mengakomodir usulan Bantuan  Stimulasi   Perumahan  Swadaya (BSPS) terhadap  Rumah tidak Layak huni dengan sasaran masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) dengan persyaratan antara lain masyarakat MBR yang memiliki sertifikat tanah/minimal SKT/SPT. Secara teknis usulan RTLH diverifikasi oleh Bidang Perumahan bersama Tenaga Pendamping Masyarakat/Tenaga Fasiltator Lapangan (TFL) yang memiliki sertifikasi. Program Kegiatan BSPS-RTLH pelaksanaan fisiknya dengan pola Pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat penerima bantuan melaksanakan Rehabilitasi Rumah dan membayarkan/pencairan langsung kepada suplayer pengadaaan Bahan material berdasarkan rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing penerima bantuan, disamping itu POKJA bersama TFL melaksanakan Pengawasan dan evaluasi pada waktu pelaksanaannya hingga selesai pada Tahun anggaran 2017. 
.
2.2.2. Kinerja Pelayanan Bidang Permukiman
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)  yang terkait Urusan Perumahan dan Kawasan Perumukiman yang dilaksanakan oleh Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Berdasarkan Peraturan Menteri seperti yang tertuang didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014  tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub bidang Cipta Karya dengan Capaian  sebagai berikut : 
Tabel 2.10.
Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Sub Bidang Cipta Karya (Pada Bidang Permukiman)

	No
	JENIS PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR
	Target Nasional 2019
	Target Daerah 2017
	Realisasi

	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017 
TW. II

	1.



	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan   
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  	Persentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. 
	10%
	10%
	21,28
%
	25.53
%
	31.91
%
	36.17
%
	43,23
%
	43,23
%

	2.
	Penataan Bangunan dan Lingkungan
· Persentase Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Yang di terbitkan

	60%

	25%

	-

	-

	-

	-

	23,92%

	25,07%



Sumber: Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2017 TW. II

1) Indikator Persentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Dengan pengertian Luas permukiman kumuh adalah jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Defenisi Operasioal Berkurangnya luasan permukiman kumuh, yang telah ditetapkan pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui peningkatan kualitas permukiman pada permukiman yang tidak layak huni dan/atau  permukiman yang sudah layak, dalam rangka meningkatkan fungsi dan daya dukung kawasan dalam bentuk perbaikan, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali serta pengelolaan dan pemeliharaan  yang berkelanjutan
Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat dan di kawasan Perkotaan, di kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan-fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Untuk Realisasi Capaian Daerah s/d tahun 2017 TW.II terhadap target nasional mampu dicapai sebesar 43.23% (33,03 Ha yang tertangani) indikator Persentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan menjadi 10% hingga tahun 2019. Dari masa batas waktu pencapaian Target Nasional masih tersedia waktu untuk target pencapaian yaitu pada Tahun 2019, Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh memerlukan anggaran yang cukup Besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah, disamping itu penanganan perumahan dan Permukiman Kumuh yang tealah ditetapkan melalui SK Walikota dan telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui Sumber Dana APBN dan APBD dan diharapkan dapat tertangani hingga Tuntas Kumuh 0%.
Dalam rangka penataan kawasan permukiman serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman maka perlu penanganan yang terpadu terhadap Luasan permukiman kumuh perkotaan. Berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016  Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha  (0,15 %) dari luas wilayah Kota Singkawang 50.400 Ha / 504 Km2. Dari tabel 2.10 data pendukung dapat dilihat bahwa Luasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota Singkawang  masih terdapat  sebesar 42,03 Ha atau 0,0833% yang belum tertangani sampai dengan tahun 2017 TW II.
2) Pengertian Persentase Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang di terbitkan, dengan Pengertian (Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemilik bangunan gedung).

Untuk  Realisasi Capaian Daerah s/d Tahun 2017  terhadap target nasional tercapai sebesar 25,18% terhadap indikator Perentase Jumlah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan 60% hingga tahun 2019 dan masih ada rentang batas waktu pencapaian.
Berdasarkan data yang diperoleh pada Tahun 2017 Jumlah  Bangunan yang ber- IMB berkisar pada angka 15.325  unit bangunan (25,18%) dari jumlah total  60.857 unit bangunan di kota singkawang, dan perlu menjadi perhatian dalam rangka mengoptimalkan Jumlah Bangunan yang Ber- IMB.
Secara umum Cakupan Pelayanan Advis Mendirikan Bangunan dan Rekleme cukup bervariatif dapat juga dilihat pada tabel 2.11.  Adapun pada tahun 2017 TW. II  untuk Target advis  Planning Izin Mendirikan Bangunan  sejumlah 600 advis dengan realisasi tahun 2017 TW II rata-rata terlayani sejumlah  70 Advis (11,67% dari target 600 Advis), capaian Advis IMB terbilang relatif rendah 20 advis (23,3%) terhadap target advis IMB yang cukup tinggi yaitu 600 advis. Untuk Rekomendasi Izin Reklame target tahun 2017 sejumlah  300 advis dengan realisasi tahun 2017 terlayani rata-rata sejumlah 125 Advis (41,66% dari Target 300 Advis Reklame). 

Target dan  Realisasi  Kinerja Cakupan Pelayanan Advis
Sub Urusan Penataan Bangunan dan Lingkungan
(Pada Bidang Permukiman)
Tabel. 2.11
	No
	Indikator
	Target dan Realisasi
	Tahun

	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	
2017 TW.II


	1.
	Advis Planning Izin Mendirikan Bangunan
	Target advis
	350
	300
	250
	500
	500
	600

	
	
	Realisasi  advis
	706
	415
	309
	228
	166
	70

	
	
	Capaian %
	202
%
	138
%
	124
%
	46
%
	33
%
	11,67
%

	2.
	Rekomendasi Izin Pemasangan Reklame
	Target advis
	390
	200
	250
	250
	250
	200


	
	
	Realisasi advis
	152
	141
	251
	265
	228
	125

	
	
	Capaian %
	39
%
	71
%
	100,4
%
	106
%
	91
%
	41,6
%




2.2.3. Kinerja Pelayanan Bidang Pertanahan
Seiring dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dimana seksi Konsolidasi Tanah menjadi Bidang Pertanahan yang mempunyai tupoksi 9 Kewenangan Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang meliputi:
1. Izin Lokasi
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
5. Penetapan Subjek dan   Objek  Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
6. Penetapan Tanah Ulayat
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
8. Izin Membuka Tanah
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/ Kota
Urusan Wajib Non Dasar  Pertanahan menjadi tugas fungsi khususnya  Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  yang baru terbentuk pada tahun bulan Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor : 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan, permukiman dan pertanahan.
Kebijakan penyelenggaraan urusan pertanahan yang ditempuh selama kurun waktu 5 tahun (2012-2017) antara lain: upaya meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang; meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian; dan meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum. Adapun upaya mewujudkan kebijakan pertanahan pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Bidang Pertanahan yaitu melaksanakan berbagai program dan kegiatan seperti :
1. Inventarisasi Tanah Kosong di Kecamatan Singkawang Barat dan tengah dalam  upaya penyediaan data base yuridis, fisik maupun social yang berkaitan dengan tanah kosong sehingga kedepan dapat dijadikan indicator dalam penyelesaian masalah tanah kosong serta peningkatan taraf hidup masyarakat di Kota Singkawang.
2. Inventarisasi Aset Pemda dengan tujuan penyediaan data base aset pemda dalam bentuk Geografis Informasi Sistem (SIG) dengan harapan akan tersedianya aset pemda yang lebih akurat baik secara letak dengan adanya kepastian titik koordinat, luas wilayah maupun kondisi eksiting dengan cara pemetaan pada bidang tanah. Sistem Penyediaan data base yang akurat ini akan mempermudah dalam upaya pemberian Ijin Pemakaian Tanah Aset Pemda. Pada Tahun 2018 telah diprogrramkan kegiatan pembuataan sistem informasi pertanahan yang handal berupa suatu sistem program dimana Ijin Pemakaian Tanah dapat dilakukan secara online dengan kelengkapan Prosedur dan Manual Ijin Pemakaian Tanah Aset. Hal ini diharapkan akan mempermudah kepada masyarakat umum yang ingin memakai Aset Pemda serta Aset Pemda yang ada dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada PAD Kota Singkawang.
3. Kegiatan penyelesaian konflik pertanahan yang ada sampai saat ini berupa Alih Fungsi Lahan dan informasi lahan bagi masayrakat yang ingin mengubah peruntukan lahan dari alas hak yang ada baik SKT/SPT maupun Sertifikat serta bagi masyarakat yang ingin membeli suatu bidang tanah namun ingin mengetahui terlebih dahulu peruntukkannya secara Rencana Tata Ruang. Konflik pertanahan yang disampaikan pada bidang pertanahan sampai saat ini hanya berupa tembusan dari pemohon, meskipun demikian bidang pertanahan tetap melakukan fungsinya dengan melaksanakan survey lapangan ke lokasi yang dimohon.

Tabel 2.12
 Data Pelayanan Pertanahan Tahun 2012-2017
	No
	Uraian
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
TW.II

	1.
	Updating Sistem Pendaftaran Tanah (SKT/SPT) di Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah 
	
	
	
	
	146 Persil
	132 Persil

	2.
	Penyelesaian masalah pertanahan garapan (kasus)
	-
	
	-
	-
	-
	-

	3.
	Penerbitan Surat Peringatan Pelanggaran Pemanfaatn  (TKD, Tanah Umum)
	-
	
	-
	-
	-
	-

	5.
	Penerbitan Izin Lokasi (buah)
	
	
	-
	-
	-
	-

	6.
	Penerbitan IPT (buah)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Penerbitan Izin Membuka Tanah (buah) 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Penerbitan Izin Konsolidasi Tanah (buah)
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Sumber:  Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Singkawang 

Dalam rangka tertib administrasi pertanahan SKT/SPT Kota Singkawang pada tahun 2015 telah dilakukan pembuatan aplikasi program yang berbasis GIS (SIG) dimana setiap SKT/SPT yang telah dikeluarkan oleh Kelurahan di verifikasi  dan dipetakan oleh Dinas sehingga tidak  terjadi lagi tumpang tindih alas hak pada satu bidang tanah. Aplikasi ini selain bertujan agar terwujudnya tertib administrasi pertanahan juga mewujudkan suatu sistem data base pertanahan yang akurat, efektif dan efisien, Kegiatan pembuatan aplikasi pertanahan yang menggunakan sistem GIS ini pada tahun 2016 dan tahun 2017 dilanjutkan dengan updating SKT/SPT di Kecamatan Singkawang Barat dan Tengah yang telah dipetakan pada peta bidang tanah dengan menggunakan citra satelit Kota Singkawang serta pembuatan panyung hukum pelaksanaan kegiatannya yaitu berupa naskah akademik ijin Membuka Tanah (IMT).

2.1. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu strategis pembangunan perumahan adalah kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau disebut Blacklog (deficit rumah rakyat). Isu yang lain adalah pemenuhan rumah layak huni, cakupan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai, serta penanganan permukiman kumuh.
Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Perumahan Kota Singkawang antara lain:
1. Masih lemahnya Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah. Sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi target/ amanat peraturan perundangan. 
Terbatasnya Peraturan PERDA No. 1 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang IMB yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku sekarang serta Sudah tidak sesuai lagi dengan Perkembangan Kondisi Sekarang. Perlunya dilakukan Revisi PERDA Bangunan Gedung dan PERDA tentang IMB. Serta belum tersedianya Kebijakan (Perda) yang mengatur tentang pencegahan dan penataan Kualitas Perumahan permukiman kumuh
2. Belum Optimalnya Penataan Pembangunan, Peningkatan/Pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dilingkungan Perumahan yang layak huni,  sehat, nyaman,  produktif, terpadu dan berkelanjutan
3. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau. masih terbatasnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) belum tuntasnya  Rumah Tidak Layak Huni di kota singkawang dan terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni
4. Meningkatkan Fasilitasi dan stimulasi Perumahan Swadaya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga Tuntas Kota Singkawang
5. Penyediaan  kuantitas dan kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas Umum  (PSU) Lingkungan Perumahan yang layak Huni dan Terjangkau terutama Prasarana dan Sarana Lingkungan Hunian  Perumahan. Belum Optimalnya Penataan Pembangunan, Peningkatan/Pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dilingkungan Perumahan yang layak huni,  sehat, nyaman,  produktif, terpadu dan berkelanjutan 
6. Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas  Penataan Pembangunan /Peningkatan / Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) Lingkungan Kawasan permukiman sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
7. Belum Optimalnya  Kuantitas dan Kualitas  Penataan Pembangunan /Peningkatan /Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD)  Kawasan Permukiman Kumuh sebagai upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Perkotaan
8. Belum Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)  Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)  dalam rangka mencapai Lingkungan Perumahan yang layak huni,  sehat, nyaman,  produktif, terpadu dan berkelanjutan
9. Mengoptimalkan Keterpaduan dan sinergisitas dalam Menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) perumahan dan permukiman agar dalam  pelaksanaan Pembangunan  Prasrana dan Sarana dasar  Perumahan di kawasan Permukiman yang selaras, seimbang dan terpadu.
10. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan non gedung  yang disebabkan  kurangnya  Personil dibidang teknis terkait pelayanan Advis IMB dan reklame, serta terbatasnya sarana prasrana operasional  dan anggaran yang mendukung.
11. Ketersediaan Pemanfaatan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu  dengan semua sektor.serta Ketersediaan Basis Data / Updating Data base infrastruktur Permukiman yang baik (akurat dan Valid)  sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan.
12. Belum optimalnya Perencanaan Penataan Bangunan Lingkungan dan Kawasan yang berkualitas, terintegrasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
13. Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata,  Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis.
14. Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik,  Jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana Dasar  lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.
15. Mendorong dan Memfasilitasi Keterlibatan Peran aktif Masyarakat dan Pelaku usaha sehingga terbukanya  kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman  guna meminimalisir  slum area (kumuh) baru.
16. Pencegahan dan  Pengendalian terhadap  Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Kawasan Permukiman dengan meningkatkan / memelihara infrastruktur lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur PSD dan PSU Kawasan Permukiman. sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
17. Meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang,  lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang. Teridentifikasi masih banyaknya bangunan yang tidak terintegrasi, terjadinya alih fungsi lahan/fungsi peruntukan sehingga perlu mengoptmalkan Pengawasan dan Pengendalian bangunan Gedung dan Non gedung (reklame).
18. Kurangnya kesadaran maupun pemahaman masyarakat akan pentingnya dan manfaat ijin mendirikan bangunan khususnya bagi bangunan-bangunan rumah tempat tinggal. Belum Optimalnya Jumlah Bangunan yang ber-IMB di Kota Singkawang serta  Belum Optimalnya Penyuluhan/himbauan/sosialiasi dan fasilitasi keluhan masyarakat akan permasalahan pemanfaatan ruang kota, serta  masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingya  Izin mendirikan bangunan (IMB dan reklame).
19. Ketersediaan Pemanfaatan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu  dengan semua sektor.serta Ketersediaan Basis Data / Updating Data base infrastruktur Permukiman yang baik (akurat dan Valid)  sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan.
20. Belum optimalnya Perencanaan Pemanfaatan ruang Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan.
21. Belum optimalnya pelayanan bidang Pertanahan mengenai permohonan  izin lokasi / izin membuka tanah / izin penggunaan pemanfaatan tanah yang berkualitas dan profesional.
22. Belum Optimalnya sistem informasi pertanahan yang handal (Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung SIG pertanahan).
23. Belum Tersedianya Sistem Pengelolaan data base pertanahan dengan Terinventarisasinya data dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah.
24. Meningkatkan SDM (Pemahaman Aparatur Pemerintah) dbidang pertanahan serta Meningkatkan pemahaman dan keinginan/kesadaran  masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
25. Belum Tersedianya  Perda dan Perwako tentang pertanahan sebagai payung hukum.
26. Belum optimalnya upaya tercapainya Sinkronisasi batas wilayah antar kecamatan, Kota dengan Kabupaten.
27. Mengoptimalkan Penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah.
28. Mengoptimalkan Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.
29. Belum Optimalnya Penanganan Permasalahan Pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupsi tanah dan sebagainya) di kota Singkawang
30. Masih terbatasnya sumber daya aparatur yang berkompeten dibidangnya dan masih kurangnya pemahaman aparatur.
31. Masih terbatasnya  Prasarana dan Sarana kerja dan gedung kantor terutama ruangan staf dan ruangan arsip /gudang.
. 
2.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dokumen RKPD Kota Singkawang tahun 2018 ini memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Singkawang, program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah
Untuk  mewujudkan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Singkawang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, maka RKPD Kota Singkawang tahun 2018 ditetapkan dengan tema pembangunan “Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkesinambungan sesuai RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025”. 
· Prioritas Pembangunan Daerah
[bookmark: _Hlk488618482]Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 dan analisis terhadap isu-isu strategis pembangunan serta memperhatikan RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025, prioritas pembangunan nasional, RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2018-2022 maka perencanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2018 menetapkan 15 (lima belas) prioritas pembangunan dan 41 (empat puluh satu) program prioritas sebagai berikut :
I. Perekonomian daerah
1. Peningkatan usaha agribisnis terpadu untuk menunjang pengembangan agroindustri;
2. Peningkatan produksi pangan;
3. Peningkatan kemampuan permodalan dan pemasaran produk UMKM;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah;
5. Pengembangan stabilitas harga;
6. Pengembangan ekonomi kreatif;
7. Peningkatan ekonomi kerakyatan;
8. Pengembangan perdagangan jasa dan pariwisata;
II. Pembangunan pendidikan
9. Pendidikan vokasi;
10. Peningkatan kualitas guru;
11. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan lembaga pendidikan (sekolah dan luar sekolah);
12. Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan memenuhi standar;
13. Peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
14. Pengembangan budaya baca;
15. Pengembangan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
III. Pembangunan kesehatan dan keluarga berencana
16. Peningkatan gizi kesehatan ibu dan anak;
17. Pencegahan dan penanggulangan penyakit;
18. Promosi kesehatan (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
19. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (meliputi sarana dan prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dan manajemen kesehatan);
20. Pemantapan dan pengembangan program KIE;
IV. Pembangunan ketenagakerjaan
21. Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja;
22. Perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan;
V. Pembangunan kesejahteraan sosial
23. Pemberdayaan keluarga miskin, fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan lainnya;
VI. Sarana dan prasarana transportasi
24. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara dan inter-moda);
25. Percepatan pembangunan bandar udara Singkawang;
VII. Sarana dan prasarana sumberdaya air
26. Pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya air;
VIII. Pembangunan telekomunikasi dan informatika
27. Pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika;
IX. Perumahan dan permukiman
28. Penyediaan perumahan layak;
29. Pemenuhan kebutuhan air bersih (perpipaan, non perpipaan, PAH);
30. Peningkatan kualitas sanitasi perkotaan;
31. Perbaikan dan pengendalian kawasan kumuh;
X. Sumberdaya alam dan lingkungan hidup
32. Pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
XI. Hukum keamanan dan ketertiban masyarakat
33. Pelaksanaan dan penegakan perda yang sudah ditetapkan;
XII. Pemerintahan
34. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
35. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
XIII. Wilayah dan tata ruang
36. Pengendalian pemanfaatan lahan sesuai dengan tata ruang yang ada;
37. Pembangunan sistem pengelolaan pertanahan;
38. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
XIV. Agama
39. Peningkatan kerukunan umat beragama;
40. Pengembangan prasarana dan sarana peribadatan;
XV. Budaya
41. Optimalisasi kekayaan budaya.
Implementasi program-program pembangunan yang secara operasional akan dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan pembangunan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku ujung tombak dalam menentukan tercapainya sasaran pembangunan Kota Singkawang. Dengan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Singkawang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, maka tercapainya sasaran-sasaran pembangunan Kota Singkawang akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.
Telaahan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2018 menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah bagi Dinas Perumahan kota singkawang terkait pada prioritas :
1. Perumahan dan permukiman
1. Penyediaan perumahan layak;
2. Perbaikan dan pengendalian kawasan kumuh
2. Wilayah dan tata ruang
1. Pengendalian pemanfaatan lahan sesuai dengan tata ruang yang ada;
2. Pembangunan sistem pengelolaan pertanahan;
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2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 20004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah Merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil proses Perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan Proses bottom Up dan top down.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirsi masyarakat sehingga peyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhaan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
Dinas Perumahan, Permukimaan dan Pertanahan Kota Singkawang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui forum  pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses DPRD (Pokok-pokok Pikiran) yang kemudian di sinkronisasikan, diverifikasi dan dimasukkan kedalam program kegiatan seperti :
1. Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan:
a. Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum
Berupa sarana dan Pasarana Infrastruktur lingkungan Perumahan Permukiman yaitu Pembangunan / Peningkatan Jalan diLingkungan perumahan, Pembangunan / Peningkatan dan pemeliharaan Saluran Darainase diLingkungan Perumahan. dengan Lokasi tersebar di 5 kecamatan.
b. Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadya (BSPS) yang bersumber dana dari DAK berupa Bantuan sosial dengan sasaran Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan  lokasi tersebar di 5 kecamatan di Kota Singkawang


BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

1. 
2. 
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Tabel 3.1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2018
	No.
	Prioritas Nasional
	Program Prioritas

	I.
	Pendidikan
	1. Pendidikan Vokasi;
2. Peningkatan Kualitas Guru;

	II.
	Kesehatan
	3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak;
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);

	III.
	Perumahan dan Permukiman
	6. Penyediaan Perumahan Layak;
7. Air Bersih dan Sanitasi;

	IV.
	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
	8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10);
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10);
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14);
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja;
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi;

	V.
	Ketahanan Energi
	13. Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi;
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi;

	VI.
	Ketahanan Pangan
	15. Peningkatan Produksi Pangan;
16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk Irigasi);

	VII.
	Penanggulangan Kemiskinan
	17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran;
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;

	VIII.
	Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
	20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda);
21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika;

	IX.
	Pembangunan Wilayah
	22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal;
23. Pembangunan Perdesaan;
24. Reforma Agraria;
25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan);
26. Percepatan Pembangunan Papua;

	X.
	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
	27. Penguatan Pertahanan;
28. Stabilitas Politik dan Keamanan;
29. Kepastian Hukum; dan
30. Reformasi Birokrasi.



RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Sesuai RPJMD tersebut, tahun ke-5 (2018) merupakan Tahap Pemantapan; Pembangunan Berkelanjutan. Pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD ini diharapkan tercapainya visi lima tahunan yang ditunjukkan oleh indikator-indikator kinerja pembangunan yang menyamai bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Fokus prioritas program pada tahun 2018 meliputi pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal, pemantapan pengembangan SDM berkualitas, pengembangan pusat inovasi, pemantapan sistem konektivitas, peningkatan efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik serta penyiapan landasan pembangunan berkelanjutan pada periode berikutnya.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018, prioritas pembangunan daerah dikelompokkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan, yakni: 
1. Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat;
2. Peningkatan kecerdasan Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas  Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik; 
5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar;
6. Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan; dan
7. Peningkatan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Keamanan, Kedamaian, serta Ketahanan Budaya.
Melihat kondisi sampai tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017 maka Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2018 meliputi:
a. Keberagaman (pluralitas) dalam masyarakat Kota Singkawang berpotensi untuk memicu terjadinya masalah sosial (konflik) jika tidak dikelola dengan baik;
b. Cenderung terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2014-2016);
c. Tata kelola pemerintahan belum optimal;
d. Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Pelayanan Publik belum maksimal;
e. Belum meratanya penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan;
f. Jangkauan pelayanan air bersih belum optimal dan menurunnya ketersediaan sumber air baku;
g. Belum tertatanya kawasan perumahan dan permukiman;
h. Belum tergalinya pengembangan pariwisata yang berbasis potensi, keunikan dan  kearifan lokal;
i. Belum optimalnya pengelolaan, pengolahan hasil dan pemasaran produk pertanian;
j. Pembangunan infrastruktur belum merata dan belum terbangunnya angkutan umum perkotaan dan
k. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yaitu penelaahan terhadap arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas Pokok dan fungsi SKPD diiantaranya : Perumahan dan Permukiman,  koordinasi, sinkronisasi dan Keterpaduan program pada Kementerian Perumahan Rakyat.
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional. Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang pada RPJMD Periode 2018-2022 . Tujuan merupakan arah yang akan tempuh dan dicapai dengan tetap mengacu pada VISI dan MISI serta berdasarkan kepada isu dan analisis strategi, dan tujuan tidak dapat terlepas dari upaya dalam pencapaian MISI agar lebih terarah dan terfokus pada sasaran. 
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka beberapa tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing dalam mencapai misi dimaksud. 
Sasaran umum Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota singkawang tahun 2018 antara lain : 1) Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan infrastruktur dan utilitas kota singkawang yang berkualitas terutama terhadap pemenuhan ketersediaan dan  kelengkapan prasarana sarana dasar (PSD) dan Prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) lingkungan perumahan permukiman yang layak huni, aman, nyaman, produktif dan berklanjutan sebagai tempat tinggal, tempat hunian dan tempat berkarya 2). Melakukan Penataan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman. 3). Melakukan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendaliaan Pemanfaatan Ruang diantaranya menyerasikan pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem tata ruang yang terpadu terkait pada rekomendasi advis IMB dan Reklame. 4). Melakukan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendaliaan Pemanfaatan Ruang (Pengendalian Pemanfaatan Penggunaan Tanah) sesuai kewenangan yang dilimpahkan.
Arah kebijakan Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang tahun 2018  melalui beberapa kebijakan yang di tempuh adalah :
1. Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan infrastruktur Perkotaan dan utilitas kota singkawang yang berkualitas terutama terhadap pemenuhan ketersediaan dan  kelengkapan prasarana sarana dasar (PSD) dan Prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) lingkungan perumahan permukiman yang layak huni, aman, nyaman, produktif dan berklanjutan sebagai tempat tinggal, tempat hunian dan tempat berkarya. Dengan meningkatkan akses untuk rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar serta utilitas yang memandai serta memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim (secure renure).
Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ini diusahakan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan hunian yang layak dalam suatu lingkungan perumahan yang sehat, aman, selaras, serasi dan teratur.
2. Melakukan Penataan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman .
Meningkatkan dan Mengembangkan Rencana  Pusat Kawasan maupun Pusat Kegiatan di Kota Singkawang yang Refresentafif berdasarkan RTRW dan RDTR yang berpedoman pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Adapun beberapa tujuan dan sasarannya RTBL antara lain: Adapun beberapa tujuan dan sasarannya RTBL antara lain: 1).Terlaksananya revitalisasi kawasan strategis sehingga terwujudnya Revitalisasi Kawasan dan Bangunan agar dapat memberikan nilai tambah bagi kualitas fisik, sosial ekonomi masyarakat yang menjadi penunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, sasaran terlaksananya revitalisasi kawasan strategis 2).Tersedianya Rencana Tata Banagunan dan Lingkungan/kawasan dengan sasaran  antara lain : (1). Perbaikan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh dengan sarana dan prasarana kawasan / lingkungan yang memadai  sehingga tidak menjadi kumuh (2) terwujudnya revitalisasi kawasan bangunan dan lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, produktif dan berkelanjutan. (3) terlaksananya Penataan bangunan dan lingkungan serta pelestarian bangunan bersejarah yang mendukung terwujudnya kualitas arsiterktur perkotaan.
Rencana tata Bangunan dan Lingkungan adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.  Peningkatan fungsi kawasan kota melalui RTBL dapat diprioritaskan pada kawasan andalan yang terpilih sesuai dengan rencana tata ruang kota. Peningkatan kawasan potensial ini dilaksanakan melalui penyusunan tata bangunan dan lingkungan yang berskala ekonomi sebagai wujud dari rencana tata ruang kota
3. Melakukan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendaliaan Pemanfaatan Ruang diantarannya menyerasikan pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem tata ruang yang terpadu terkait pada rekomendasi Advis IMB dan Reklame.
Pemerintah maupun masyarakat menginginkan adanya suatu kota yang tertata dan merata baik dari segi bangunan maupun ketersediaan sarana dan prasarana. Penataan bangunan ini tampak selain dari keteraturan pendirian bangunan, juga tampak dari kesesuaian bangunan yang satu dengan bangunan lainnya. Aspek pengendalian pembangunan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Secara konseptual pemantauan dan evaluasi dalam siklus manajemen pembangunan merupakan bagian integral dari fungsi pengendalian pembangunan. Pengendalian pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan mengikuti perkembangan pembangunan agar seuai dengan rencana. Mekanisme Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu alat dalam kegiatan pengaturan bangunan, IMB merupakan salah satu instrumen dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hal ini karena IMB memiliki fungsi mengatur implementasi peruntukan lahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. IMB juga dibutuhkan untuk mewujudkan keteraturan dalam pembangunan fisik, sehingga bangunan secara fisik dapat dijamin dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari melalui standar-standar yang ditetapkan dalam IMB.
4. Melakukan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendaliaan Pemanfaatan Ruang (Pengendalian Pemanfaatan Penggunaan Tanah) sesuai kewenangan yang dilimpahkan.

Perumusan Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan sasaran target Kinerja SKPD dan berdasarkan Arah Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yaitu “ Singkawang Hebat 2022, serta memperhatikan Kesesuaian dengan Agenda Pembangunan  Nasional yang dituangkan dalam RPJMN, Tujuan dan sasaran  Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  untuk 5 Tahun mendatang (Tabel 3.2) adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA)
a. Tujuan :
1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.
b. Sasaran :
1) Tersedianya infrastruktur perkotaan yang berkualitas.
c. Strategi :
1) Meningkatkan Pelayanan Prima kepada masyarakat melalui peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Profesionalisme Aparatur serta Tersedia dan berfungsinya  Sarana dan Parasarana Aparatur Melakukan penataan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman.

2. Bidang Perumahan
a. Tujuan
1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.
b. Sasaran
1) Tersedianya infrastruktur perkotaan yang berkualitas.
c. Strategi :
1) Melakukan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Perkotaaan.
2) Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur perkotaan.

3. Bidang Permukiman
a. Tujuan :
Tujuan 1:
1) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Tujuan 2 :
2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.
b. Sasaran :
· Sasaran 1:
1) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
Strategi : Melakukan Penataan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman.
· Sasaran 2 :
1) Tersedianya infrastruktur perkotaan yang berkualitas.
c. Strategi :
1) Melakukan Penataan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman.
2) Melakukan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Perkotaaan.
3) Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur perkotaan.

4. Bidang Pertanahan
a. Tujuan :
Tujuan 1:
1) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.
b. Sasaran :
Sasaran 1:
1) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
c. Strategi :
1) Melakukan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendaliaan Pemanfaatan Ruang. 

(Tabel. 3.2)
Tujuan dan Sasaran 
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022

	MISI
	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI

	3	Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat

	Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup
	Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya pelestarian lingkungan hidup
	Melakukan penataan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman

	
	
	
	Melakukan Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendaliaan Pemanfaatan Tanah

	6.	Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan
	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang berkualitas
	Melakukan pembangunan/peningkatan infrastruktur perkotaan

	
	
	
	Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur perkotaan




3.3. Program dan Kegiatan
Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan startegi dan kebujakan SKPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumendari suatu kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD,  selanjutnya program kegiatan haruslah memiliki suatu alat ukur yang jelas dan dibuat  guna menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu program kegiatan yang disebut. Indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur)  maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan dan sasaran yang menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.
Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan berdasarakan sasaran pembangunan daerah sebagaimana RKPD Tahun 2018 maka  Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan merencanakan Program dan Kegiatan  sebagai berikut : (dapat juga dilihat pada lampiran)
A. Program Prioritas
Program prioritas dari aspek pelayanan umum yang menjadi fokus urusan wajib lingkungan hidup dan urusan wajib perumahan sesuai Tugas dan Fungsi Dinas dan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  Kota Singkawang dengan Faktor-faktor yang  menjadi  bahan  pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Pada tahun 2018  terdiri dari 7 (tujuh) program prioritas yaitu ;
1. Program Pengembangan Perumahan.
Program ini bertujuan Meningkatkan  Infrastruktrur Perkotaan Yang Berkualitas melalui upaya  membangun, menata, dan meningkatkan prasarana sarana infrastruktur perumahan yaitu Pembangunan/Peningkatan dan Pemeliharaan  Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) maupun Prasrana Sarana Dasar (PSD) dilingkungan Perumahan seperti Pembangunan/Peningkatan Jalan di Lingkungan Perumahan sebagai akses transportasi lokal lingkungan perumahan dan Pembangunan/Peningkatan dan Pemeeliharan Saluran Drainase di lingkungan  Perumahan yang bermanfaat untuk mengalirkan  genangan air  hujan dan air limbah di Lingkungan Perumahan ke Drainase Sekunder agar tidak banjir. Disamping itu adanya program ini dapat memberi manfaat pendorong Tingkat kesehatan masyarakat, produktifitas, serta mobilitas Publik bagi masyarakat kota singkawang.
	· 
	Indikator kinerja Outcome ;

	
	a. Persentase Peningkatan Rumah layak huni  dalam lingkungan yang  Sehat dan aman didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) 75,81%

	
	b. Rasio Rumah  Layak huni  0,818


Program ini meliputi rencana kegiatan tahun 2018 sebagai berikut:
1) Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
2) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Lingkungan Perumahan :
- 	Pembangunan/Peningkatan jalan di lingkungan perumahan.
- 	Pembangunan/Peningkatan saluran drainase/ gorong-gorong di lingkungan perumahan.
- 	Pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong di lingkungan perumahan

2. Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman.
Program ini bertujuan Meningkatkan  Infrastruktrur Perkotaan Yang Berkualitas melalui upaya  membangun, menata, dan meningkatkan.  Program ini merupakan program lanjutan untuk rencana Tahun 2018, Program ini bertujuan meningkatkan kualitas Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu melalui Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yang merupakan kegiatan Pendamping DAK yang dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan program Prioritas Nasional Bidang infrastruktur dengan anggaran DAK-Sub Bidang Perumahan. dengan sasaran Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 
Berdasarkan data pendukung perhitungan tahun 2017 untuk jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terdapat 9.385 rumah tangga MBR yang dapat berdampak pada bertambahnya Jumlah RTLH dikota Singkawang.
Pada tahun 2018 di targetkan 302 Unit Rumah tidak layak huni (RLTH) melalui  usulan anggaran DAK-Sub Bidang perumahan  sebesar  Rp. 4.734.756.000,- yang bersifat Bantuan sosial, dengan target RTLH  sejumlah 302 unit rumah  (dengan nilai satuan Rp 15.678.000 per unit) yang tersebar di 5 kecamatan yang akan difasilitasi penanganannya untuk direhabilitasi menjadi Rumah Layak huni di kota Singkawang melalui Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap RLTH sehinggga rumah masyarakat menjadi meningkat kualitas Perumahannya, sehat dan layak huni. selain itu dengan adanya program ini memberi manfaat pendorong Tingkat kesehatan masyarakat, produktifitas masyarakat kota singkawang.
	· 
	Indikator kinerja Outcome ;

	
	c. Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 90.48%

	
	


Program ini meliputi rencana kegiatan tahun 2018 sebagai berikut:
1) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.
3. Program Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 
Program ini bertujuan Meningkatkan Infrastruktrur Perkotaan Yang Berkualitas melalui Upaya Penanganan kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh dikota singkawang. Program merupakan program baru untuk rencana Tahun 2018, Program sebagai upaya mewujudkan Perumahan dan kawasan Permukiman yang layak huni yaitu tercapainya hidup sehat, aman, tertib, produktif dan sejahtera bagi masyarakat maka diupayakan tindakan Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna. Pencegahan dilakukan agar perumahan dan permukiman kumuh tidak tumbuh dan berkembang serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Memelihara bertujuan melaksanakan Pencegahan dengan mempertahankan kualitas prasarana dan sarana yang telah terbangun agar terjaga kualitasnya dan tidak menjadi kumuh. Dengan memelihara, membangun / meningkatkan maka dapat meningkatkan Kualitas Lingkungan Hunian Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga dapat mencegah tumbuh dan berkembangnya lokasi-lokasi kumuh baru pada lokasi yang berpotensi Kumuh.
	· 
	Indikator kinerja Outcome;

	
	a. Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh, Target 5,52%


Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
1) Penyusunan Sistem Informasi/Database Permukiman
2) Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN)
3) Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan
· Berdasarkan data Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan yang tertangani sebesar  44.77% (33,14 Ha.) dari Luasan 74,03 Ha. Dengan demikian Realisasi terhadap Target Daerah  sebesar 44,77% dan masih terdapat 55,38% (40,89 Ha Luasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang yang belum tertangani terhadap Luasan permukiman kumuh perkotaan berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016  Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha)
4. Program  Program Perencanaan Tata Ruang 
Program ini bertujuan Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yaitu melalui upaya Menata, Meningkatkan dan Mengembangkan Rencana  Pusat Kawasan maupun Pusat Kegiatan di Kota Singkawang yang Refresentafif berdasarkan RTRW dan RDTR yang berpedoman pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).  Adapun beberapa tujuan dan sasarannya RTBL antara lain : 1).Terlaksananya revitalisasi kawasan strategis sehingga terwujudnya Revitalisasi Kawasan dan Bangunan agar dapat memberikan nilai tambah bagi kualitas fisik, sosial ekonomi masyarakat yang menjadi penunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, sasaran terlaksananya revitalisasi kawasan strategis 2).Tersedianya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan/kawasan dengan sasaran  antara lain : (1). Perbaikan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh dengan sarana dan prasarana kawasan / lingkungan yang memadai  sehingga tidak menjadi kumuh, (2) terwujudnya revitalisasi kawasan bangunan dan lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, produktif dan berkelanjutan, (3) terlaksananya Penataan bangunan dan lingkungan serta pelestarian bangunan bersejarah yang mendukung terwujudnya kualitas arsiterktur perkotaan. Rencana tata Bangunan dan Lingkungan adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
Peningkatan fungsi kawasan kota melalui RTBL dapat diprioritaskan pada kawasan andalan yang terpilih sesuai dengan rencana tata ruang kota. Peningkatan kawasan potensial ini dilaksanakan melalui penyusunan tata bangunan dan lingkungan yang berskala ekonomi sebagai wujud dari rencana tata ruang kota. RTBL juga akan berperan penting pada kawasan spesifik yang memiliki nilai–nilai kultural, historis serta secara visual estetis memiliki karakter sebagai memori kota agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut dari sekedar perencanaan kota (urban planning). Perlu dilakukan upaya dan strategi, arahan pengembangan kawasan agar lebih terkendali, terpadu dan berkelanjutan. Pemanfaatan kawasan spesifik yang berkembang cepat juga harus diikuti pengaturan, pengendalian bangunan baik mengenai tata bangunan dan tata lingkungan (RTBL) sebagai bagian kesatuan manajemen pembangunan perkotaan. Diharapkan kawasan yang dikembangkan secara ekonomi akan bermanfaat pula secara psikologis, visual estetis, ekologis dalam kesatuan arsitektur kota dinamis. Penataan Bangunan dan lingkungan adalah Serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian dan pemanfaatan Ruang, tertutama untuk mewujudkan lingkungan hunian binaan yang selaras, seimbang terpadu dan berkelanjutan, baik di perkotaan maupun Perdesaan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungan
	· . 
	Indikator kinerja Outcome ;

	
	a. Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan Sesuai Penataan Ruang, target 20% 


Program ini meliputi rencana kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :
1) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
2) Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan.
· Sesuai dengan Isu strategis Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2018 pada RKPD tahun 2018 yaitu Belum tertatanya kawasan perumahan dan permukiman. Maka melalui program Perencanaan Tatat ruang dan kegiatan-kegiatannya  tentunya ini merupakan bentuk perhatian dan komitmen  Pemerintah Kota Singkawang melalui SKPD pengampu  akan terus berupaya dengan kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan serta aspek lain yang bersifat penunjang untuk kepentingan masyarakat. dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 
5. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program ini bertujuan Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya alam Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yaitu melalui upaya Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota agar sesuai dengan peruntukanya dalam RTRW
	· 
	Indikator kinerja Outcome ;

	
	a. Cakupan Pelayanan Advis Izin Mendirikan Bangunan dan Reklame Yang diterbitkan Sesuai Pemanfaatan Ruang, target 50%


Program ini meliputi rencana kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :
1) Pengawasan Pemanfaatan Ruang.
2) Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Non Gedung
3) Pembangunan Media Reklame
4) Sosialisasi Bangunan Gedung dan Non Gedung
5) Penerbitan Rekomendasi/Advis Planning Bangunan Gedung dan Non Gedung
Aspek pengendalian pembangunan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Secara konseptual pemantauan dan evaluasi dalam siklus manajemen pembangunan merupakan bagian integral dari fungsi pengendalian pembangunan. Pengendalian pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan mengikuti perkembangan pembangunan agar seuai dengan rencana. Mekanisme Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu alat dalam kegiatan pengaturan bangunan, IMB merupakan salah satu instrumen dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hal ini karena IMB memiliki fungsi mengatur inflementasi peruntukan lahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. IMB juga dibutuhkan untuk mewujudkan keteraturan dalam pembangunan fisik, sehingga bangunan secara fisik dapat dijamin dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari melalui standar-standar yang ditetapkan dalam IMB. Bidang Permukiman selain melaksanakan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan termasuk juga Pengawasan dan Pengendalian Bangunan sebagai pemberi Rekomendasi / Advis dalam arti  memberikan Pertimbangan Teknis berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku terhadap Pengajuan Permohonan Bangunan dan Reklame yang selanjutnya untuk proses  Penerbitan IMB oleh Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan Kota Singkawang.
Secara umum Cakupan Pelayanan Advis Mendirikan Bangunan dan Rekleme pada tahun 2017 TW.II untuk Target advis  Planning Izin Mendirikan Bangunan  sejumlah 600 advis dengan realisasi tahun 2017 rata-rata terlayani sejumlah  70 tahun 2017 TW II rata-rata terlayani sejumlah  70 Advis (11,67% dari target 600 Advis), capaian Advis IMB terbilang relatif rendah 20 advis (23,3%) terhadap target advis IMB yang cukup tinggi yaitu 600 advis Untuk Rekomendasi Izin Reklame target tahun 2017 sejumlah  300 advis dengan realisasi tahun 2017 terlayani rata-rata sejumlah 125 Advis (41,6%) dari Target 200 Advis Reklame.
6. Program Pengembangan Sistem informasi Pertanahan
Program ini bertujuan Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya alam Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yaitu melalui upaya tertib administrasi Pertanahan dan 0mewujudkan suatu sistem data base pertanahan yang akurat, efektif dan efisien dengan membangun dan mengembangkan sistem aplikasi antara lain : inventarisasi asset kadaster pertanahan  pemerintah daerah, Inventarisasi  tanah kosong.serta peningkatan pemahaman aparatur dalam pengelolaan sistem informasi pertanahan.
	· .
	Indikator kinerja Outcome ;

	
	a. Cakupan Informasi Pertanahan target  40% 


Program ini meliputi rencana kegiatan tahun 2018 sebagai berikut:
1) Penyusunan Peraturan daerah tentang pertanahan.
2) Peningkatan aparatur dalam pengelolaan sistem informasi pertanahan
3) Penyusunan norma, standar dan Oprasional pemanfaatan tanah
7. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program ini bertujuan untuk Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya alam Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yaitu membangun dan meningkatkan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kota Singkawang.:
	· 
	Indikator kinerja Outcome ;

	
	a. Persentase Luas Tanah Bersertifikat target 65%

	
	b. Persentase terfasilitasi ijin lokasi  target 100%


Program ini meliputi rencana kegiatan tahun 2018 sebagai berikut:
1) Fasilitasi Izin Lokasi.
2) Sosialisasi Kebijakan Pertanahan
3) Inventarisasi Tanah Kosong.
4) Fasilitasi  Layanan  Pengaduan Masalah  Pertanahan. 
B. Program Penunjang / Pendukung
Program-program Penunjang / pendukung (supporting program) untuk rencana program dan kegiatan tahun 2018 pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, terdiri dari 7 (Tujuh) program pendukung yaitu;
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program ini bertujuan untuk menyediakan  dan berfungsinya Pelayanan Ketatausahaan, serta Pemenuhan barang/jasa keperluan kantor sehingga dapat bermanfaat terhadap Persentase Penyelesaian Administrasi dan Operasional Perkantoran.
	· 
	Indikator kinerja Outcome ;

	
	a. Persentase Penyelesaian Administrasi dan Operasional Perkantoran target 100%


Program ini meliputi Kegiatan;
	1) Penyediaan jasa surat menyurat

	2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

	3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

	4) Penyediaan jasa kebersihan kantor

	5) Penyediaan alat tulis kantor

	6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

	7) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

	8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

	9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

	11) Penyediaan makanan dan minuman

	12) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

	13) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran

	14) Penyediaan pelayanan adminsitrasi keuangan



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program ini bertujuan agar  tersedia dan berfungsinya sarana dan Prasarana Aparatur  guna mendukung kinerja Pelayanan kepada masyarakat.
	· 
	Indikator kinerja Outcome ;

	
	b. Persentase Peningkatan Usia Pakai Sarana dan Prasarana Aparatur target 100%


Program ini meliputi Kegiatan;
	1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

	2) Pengadaan mebeleur

	3) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

	4) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

	5) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor



3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Program ini bertujuan  Mengoptimalkan Disiplin Aparatur,  memotivasi dan membina Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Persampahan dilapangan serta memberikan identitas bagi petugas, sehingga dapat bermanfaat terhadap Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Aparatur.
	· 
	Indikator kinerja Outcome ;

	
	a. Persentase Persentase  Peningkatan Disiplin Aparatur  target 100%


Program iniKegiatan;
	1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannnya  

	2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu



4. Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur.
Program ini bertujuan Mengoptimalkan Disiplin  Aparatur, dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Penunjang untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur  sehingga bermanfaat terhadap Persentase Peningkatan Kapasitas aparatur.
	· 
	Indikator kinerja Outcome ;

	
	a. Persentase Peningkatan Disiplin aparatur, target 100%


1) Program ini meliputi kegiatan
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya



5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Program ini bertujuan Mengoptimalkan Kenerja Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan terselesaikannya dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun dan Lakip SKPD tepat waktu sehingga dapat bermanfaat terhadap Persentase Penurunan jumlah temuan terhadap pertanggungjawaban program dan kegiatan SKPD.
	· 
	Indikator kinerja Outcome ;

	
	a. Persentase Penurunan jumlah temuan terhadap pertanggungjawaban program dan kegiatan SKPD target 100%


Program ini meliputi Kegiatan;
	1) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

	2) Penyusunan Lakip SKPD


6. Program Penguatan Transparansi Publik.
Program ini bertujuan Mengoptimalkan Pelaksanaan Kinerja SKPD dengan memberikan informasi dan sosialisasi kepada publik/masyarakat mengenai  Kebijakan, Peraturan, serta program-program Utama SKPD melalui kegiatan Singkawang Expo/Pameran sehingga dapat bermanfaat terhadap Persentase Peningkatan Transparansi Informasi Kinerja SKPD.
	· 
	Indikator kinerja Outcome ;

	
	a. Persentase Peningkatan Transparansi Informasi Kinerja SKPD target 100%


Prorama ini meliputi Kegiatan; 
	1) Expo Kinerja SKPD



7. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi
Program ini bertujuan Menata Organisasi Perangkat Daerah dengan melakukan Evalusais Analisis Jabatan PNS baik struktural dan fungsional :
	· 
	Indikator kinerja Outcome ; 

	
	b. Persentase Penilaian Bobot/Kelas Jabatan Dalam Penatapan Standar Gaji PNS


Prorama ini meliputi Kegiatan; 
	2) Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang





BAB IV
PENUTUP

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor. Keluarannya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar serta menyangkut kelayakan dan taraf kesejahteraan kehidupan masyarakat, juga mendorong pertumbuhan perekonomian. Perumahan  dan permukiman sangat berkaitan erat dengan sektor pembangunan yang lain sehingga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan paling tidak berkaitan dengan dua hal yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan diusahakan agar masyarakat di manapun mereka bertempat tinggal dapat merasakan lingkungan hidup yang sehat, lebih aman, lebih tertib, dan lebih nyaman. Guna mencapai maksud tersebut diusahakan untuk meningkatkan sarana lingkungan perumahan pemukiman / Prasarana sarana Dasar  (PSD) dan prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) baik yang bersifat fisik seperti perumahan, air bersih, dan penyehatan lingkungan pemukiman, maupun sarana non fisik seperti adanya peraturan tata ruang, peraturan tata bangunan, pedoman-pedoman pembangunan dan lainnya yang dapat menuju kesejahteraan hidup bersama dalam lingkungan Perumahan dan Permukiman
Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2018 merupakan pelaksanaan Tahun ke 1 untuk periode Renstra 2018-2022. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, dan akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Tahun 2018-2022 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang. Disamping itu, Rencana Kerja DISPERKIMTA harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2018, terjalin keselarasan dengan dokumen  daerah  yang  ada  di  atasnya  seperti  RPJMD dan RKPD Kota Singkawang Tahun 2018 dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kota Singkawang 2018-2022 yaitu” Singkawang Hebat 2022”. 
Adapun beberapa Target Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Rasio Rumah Layak huni, target 0,1818
2. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Target 90,48%
3. Persentase Peningkatan Rumah layak huni  dalam lingkungan yang  Sehat dan aman didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)  Target 75, 81%
4. Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh, Target 5,52%
5. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan  Perkotaan, Target 50%
6. Cakupan Pelayanan Advis Izin Mendirikan Bangunan dan Reklame Yang diterbitkan Sesuai Pemanfaatan Ruang, Target 50%
7. Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan Sesuai Penataan Ruang, Target 20%
8. Persentase Terfasilitasi Ijin Lokasi, Target 100%
9. Persentase Luas Tanah yang Bersertifikat, Target 65%
10. Cakupan Sistem Informasi Pertanahan, Target 40 %
Untuk dapat mewujudkan target capaian kinerja tersebut, Oleh karena itu Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  Kota Singkawang  diharapkan dapat memposisikan diri sebagai SKPD yang dapat dipercaya dan mampu merespon masalah-masalah serta dapat melaksanakan program-program prioritas dengan maksimal dalam  rangka memberikan pelayanan publik utamanya Pelayanan Dasar secara optimal kepada masyarakat.
Dengan dijabarkannya Renja ini, merupakan penjabaran Operasional Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang  Tahun 2018 Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang terkait pada Urusan  Wajib Dasar Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman  yang menjadi tugas dan fungsi Pada Bidang Perumahan dan Bidang Permukiman, serta Urusan Wajib Non Dasar Pada Bidang Pertanahan.
Demikianlah penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018. Masukan yang konstruktif sangat kami harapkan.


